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Tinjauan Pelayanan Olah Gerak Kapal Dalam Sistem Indonesian Port
Integration System (Inaportnet) di Kantor Syahbandar dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Palembang
Sarifa Nurullah (2003071)

Dibimbing Oleh: Paulina M. Latuheru., S.SiT., M.M dan
Oktrianti Diani., S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur jenderal Perhubungan Laut. Dalam hal pelayanan jasa sebagai
suatu proses kegiatan di area Pelabuhan, seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan
Patroli yang memiliki peranan yang cukup vital pada Pelabuhan. Salah satu
pelayanan yang terdapat di seksi ini yaitu pelayanan dalam penerbitan Surat
Persetujuan Olah Gerak Kapal. Pada saat ini diketahui bahwa masih terdapat
kendala dalam hal penerbitan SPOG dengan sistem [Inaportnet. Penelitian ini
menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode observasi adalah cara
pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara cermat dan
sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Metode observasi dengan cara
mengamati dan melakukan pengambilan dokumen secara langsung mengenai
kondisi di KSOP Kelas II Palembang.

Berdasarkan dari analisis tersebut didapatkan kesimpulan bahwa
penerapan penggunaan Inaportnet di KSOP Kelas II Palembang belum sepenuhnya
optimal karena masih terdapat kendala dalam pelayanan yang dilakukan. Kendala
tersebut berupa belum terdapatnya tempat untuk mengupload bukti pembayaran
VTS pada pelayanan penerbitan SPOG pada sistem /naportnet dan kendala dalam
penetapan pandu yang sering tidak muncul pada sistem Inaportnet tersebut. Terkait
hal tersebut penyelenggara kantor melakukan upaya dengan mengusulkan untuk
diterbitkannya tempat untuk mengupload bukti pembayaran VTS untuk penerbitan
SPOG dalam sistem Inaportnet dan melakukan koordinasi langsung dengan
menciptakan forum diskusi berupa grup WhatsApp dengan instansi terkait
permaslahan tersebut.

Kata kunci: Surat Persetujuan Olah Gerak, Pelayanan, Pengguna Jasa
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Overview of Ship Motion Services in the Indonesian Port Integration System
(Inaportnet) System at the Class Il Palembang Harbor Master and Port
Authority Office
Sarifa Nurullah (2003071)

Supervised by Paulina M. Latuheru., S.SiT., M.M and
Oktrianti Diani., S.Pd., M.Pd

ABSTRACTION

The Syahbandar Office and Class II Palembang Port Authority is a
technical implementation unit within the Directorate General of Sea Transportation
of the Ministry of Transportation which is under and responsible to the Director
General of Sea Transportation. In terms of service delivery as an activity process in
the Port area, the Sailing Safety Guard and Patrol section has a vital role at the Port.
One of the services contained in this section is the service in issuing the Approval
for Ship Movement. At this time it is known that there are still obstacles in terms of
issuing SPOG with the Inaportnet system. This study uses observation and
interview methods. The observation method is a way of collecting data by making
direct observations carefully and in accordance with the current situation. The
observation method is by observing and taking documents directly regarding the
conditions in KSOP Class II Palembang.

Based on this analysis, it can be concluded that the application of using
Inaportnet in KSOP Class II Palembang is not fully optimal because there are still
obstacles in the services being performed. These obstacles are in the form of not
having a place to upload proof of VTS payment to the SPOG publishing service on
the Inaportnet system and obstacles in setting guides that often do not appear on the
Inaportnet system. In this regard, the office organizer made an effort by proposing
to publish a place to upload proof of VTS payment for SPOG issuance in the
Inaportnet system and coordinated directly by creating a discussion forum in the
form of a WhatsApp group with agencies related to the problem.

Keyword: Approval Letter for Movement, Services, Service Users
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian
Selatan pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang.
Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara,
provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan
dan provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan secara astronomis
terletak antara 1 - 4° Lintang Selatan dan 102 — 106° Bujur Timur, dan luas
daerah seluruhnya adalah 87.017.41 km?. provinsi ini kaya akan sumber daya
alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu, ibu kota provinsi
Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat

Kedatuan Sriwijaya.

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan laut perlu dilakukan secara
berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan
pelayanannya kepada masyarakat. Kegiatan pelaksanaan lalu lintas angkutan
laut perlu meminta izin Kantor Syahabandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Palembang (KSOP). Salah satu peran KSOP adalah membuat kelancaran
sistem transportasi laut yang ada tanpa adanya gangguan secara sengaja
maupun tidak disengaja, karena kelancaran sistem transportasi laut
mempengaruji efektivitas kedatangan dan keberangkatan kapal, semakin
banyak laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada kantor KSOP

akan memperlancar sistem transportasi laut di Pelabuhan.

Menurut PM 36 Tahun 2012 Kantor Syahbandar dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Pelabuhan yang
melaksanakan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasan
dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Dalam pelayanannya saat ini
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang telah

menerapkan sistem /naportnet sejak 1 Januari 2023. Inaportnet adalah sistem



layanan tunggal elektronik berbasis internet, yang merupakan portal elektronik
terbuka dan netral yang memungkinkan pertukaran informasi yang cepat,
aman, netral dan sederhana pada layanan Pelabuhan terpadu, peningkatan daya

saing, otoritas negara, perusahaan Pelabuhan dan logistik.

Dengan adanya sistem /naportnet di Kantor Syahbandar dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Palembang dapat memudahkan para pengguna jasa dalam
penyelesaian persyaratan dokumen-dokumen kapal. Dengan beralihnya
pelayanan dari manual ke Inaportnet dapat memberikan kemudahan bagi
pengguna jasa tidak perlu datang ke kantor. Untuk proses pelayanan agen
pelayaran harus mempersiapkan dokumen-dokumen kelengkapan kapal yang
masih dalam masa aktif dan mengunggahnya ke dalam sistem /naportnet. Jika
dulu pengecekan persyaratan dokumen kapal dilakukan secara langsung ke
kantor, akan tetapi sekarang dengan adanya sistem I/naportnet para agen tidak
perlu datang dan bertatap muka langsung dengan petugas kantor dan dapat
mempersingkat waktu pelayanan, akan tetapi penerapan sistem Inaportnet di
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang belum
sepenuhnya maksimal. Karena dalam pelayanannya masih ditemukan kendala-
kendala, seperti kurangnya pemahaman agen dengan penggunaan Inaportnet
sehingga terjadi gangguan yang bisa menyebabkan proses pengunggahan
dokumen menjadi tertunda ditambah dengan koneksi jaringan yang buruk yang

dapat menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian terhadap kendala yang dirasakan pengguna jasa di Kantor
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal pelayanan
olah gerak kapal dengan sistem inaportnet yang di tuangkan dalam Kertas
Kerja Wajib yang berjudul: “Tinjauan Pelayanan Olah Gerak Kapal Dalam
Sistem Indonesian Port Integration System (Inaportnet) di Kantor Syahbandar
Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang”



B. Rumusan Masalah

1.

Apa saja kendala yang dirasakan pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal Pelayanan Olah Gerak

Kapal dengan sistem Inaportnet?

. Bagaimana upaya penyelenggara kantor terhadap kendala yang terjadi di

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal

Pelayanan Olah Gerak Kapal dengan sistem Inaportnet?

C. Tujuan Penelitian

1.

Mengetahui kendala yang dirasakan pengguna jasa di Kantor Syahbandar
dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal Pelayanan Olah
Gerak Kapal dengan sistem Inaportnet.

Mengetahui upaya penyelenggara kantor terhadap kendala yang terjadi di
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal
Pelayanan Olah Gerak Kapal dengan sistem Inaportnet.

D. Batasan Masalah

Agar pokok pembahasan yang akan dibahas di Kertas Kerja Wajib

(KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari penelitian, maka diperlukan

adanya batasan ruang lingkup, batasan masalah ruang lingkup penulisan Kertas

Kerja Wajib ini sebagai berikut :

1.

Lokasi yang diteliti adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Palembang.

. Hal yang diteliti adalah mengenai kendala yang dirasakan pengguna jasa

di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam
hal Olah Gerak Kapal dengan Sistem Inaportnet serta upaya

penyelenggara kantor dalam mengatasi hal tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat bagi taruna

a. Untuk menerapkan ilmu yang telah diterima selama mengikuti
Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan
Daratan

b. Salah satu persyaratan tugas akhir untuk menyelesaikan Pendidikan

Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan dan



dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian di masa yang akan
datang.
2. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan
Penelitian ini dapat memberikan informasi berupa pengetahuan
dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi
Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai Surat
Persetujuan Olah Gerak dalam sistem /naportnet di Kantor Syahbandar
dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.
3. Manfaat bagi Instansi Pemerintahan
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
sebagai pihak pengelola, dapat dijadikan sebagai suatu bahan masukan
agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa sehingga

dapat memberikan pelayanan yang optimal.



BAB 11
TINJUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan penulis
untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna
mendapatkan inspirasi sebagai referensi penelitian. Untuk itu digunakan
penelitian yang sama untuk membahas mengenai Olah Gerak Kapal
dengan sistem Inaportnet.

Toko (2022), meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem
Inaportnet dan Kinerja Pelayan Terhadap Kepuasan Agen Pelayaran Pada
KSOP Kelas III Kotabaru — Batulicin. Hasil penelitian bahwa Penerapan
sistem inaportnet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara
sendiri-sendiri atau parsial terhadap kepuasan agen pelayaran pada KSOP
Kelas III Kotabaru — Batulicin dengan pengaruh sebesar 43,9%. Kinerja
pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara sendiri-
sendiri atau parsial terhadap kepuasan agen pelayaran pada KSOP Kelas
III Kotabaru — Batulicin dengan pengaruh sebesar 58,1%. Penerapan
sistem inaportnet dan kinerja pelayanan memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan secara Bersama-sama atau simultan terhadap kepuasan agen
pelayaran pada KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin dengan pengaruh
sebesar 64,1%.

Hidayat, Rusman dan Indriyani (2022), meneliti tentang Proses
Pengurusan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Dengan
Menggunakan Sistem Inaportnet Oleh PT Diven Maju Sentosa. Hasil
penelitian bahwa dokumen yang dibutuhkan saat proses penerbitan surat
persetujuan berlayar adalah Crew list, Master Sailing, Rkbm, Cargo
Manifest, BillOflading, Bukti Pembayaran Jasa Labuh, VTS, Log Book,
Momerandum, Spog dan Buku Kesehatan Kapal harus disiapkan dan telah
diberi izin oleh pihak Syahandar.

Sutria, Dirhamsyah dan Jufriyanto (2022), meneliti tentang Peranan

Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor



Kesyahbandaran Utama Belawan Pada PT. Naval Global Trans Cabang
Belawan. Hasil penelitian bahwa tugas bagian operasional dalam
pengurusan izin olah gerak kapal pada PT. Naval Global Trans cabang
Belawan ialah melayani kapal yang akan tiba kemudian melakukan
pengurusan izin olah gerak kapal yang akan sandar maupun berlabuh
dengan syarat melakukan pengurusan izin olah gerak kapal dengan
ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kantor
Kesyahbandaran Utama Belawan yang bertujuan untuk keselamatan
Kesehatan lingkungan dan keselamatan navigasi pada saar melakukan olah
gerak
2. Teori Pendukung Yang Relevan
a. Tinjauan
Tinjavan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan,
kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data
yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan
suatu persoalan.
b. Pelabuhan
Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap
gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi
dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang,
kran-kran (crane) untuk bongkar muat barang, gudang laut (¢transito)
dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar
muatannya, dan gudang-gudang di mana barangbarang dapat
disimpan dalam waku yang lebih lama selama menunggu pengiriman
ke daerah tujuan atau pelanggan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan
kereta api dan/atau jalan raya, Triatmodjo (2010 : 3).
c. Olah Gerak
Mengolah gerak kapal dapat diartikan sebagai penguasaan
kapal baik dalam keadaan diam maupun bergerak untuk mencapai
tujuan pelayaran aman dan efisien, dengan mempergunakan sarana
yang terdapat dikapal itu seperti mesin, kemudi dan lain-lain. Olah

gerak kapal sangat tergantung pada bermacam-macam faktor



misalnya, tenaga penggerak, kemudi, bentuk badan kapal dibawah

garis air dan bentuk bangunan diatasnya, kondisi cuaca, sarat, keadaan

arus atau pasang surut air.

d. Inaportnet

Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik untuk

kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kapal yang diterapkan

secara elektronik dan terstandar.

B. Landasan Teori

1. Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran:

1)

2)

3)

4)

Pasal 1 ayat (3)

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau
memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan
kapal.

Pasal 1 ayat (16)

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat bersandar kapal, naik turun penumpang, dan/atau
bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pasal 1 ayat (23)

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan
dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Pasal 1 ayat (24)

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan

di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang

dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.



5)

6)

7)

8)

9)

Pasal 1 ayat (26)

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan
fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Pasal 1 ayat (32)

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu
keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan
yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan
lingkungan maritim.

Pasal 1 ayat (36)

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,
energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta
alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Pasal 1 ayat (41)

Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang
dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (56)

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk
menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya
ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin

keselamatan dan keamanan pelayaran.

10) Pasal 22 ayat (1)

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan



atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk

mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang tata

Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan

Kapal di Pelabuhan

1)

2)

3)

4)

Pasal 1 ayat (4)

Kegiatan Olah Gerak Kapal adalah kegiatan menguasai Kapal
dalam keadaan diam atau bergerak dari suatu tempat ke tempat
lainnya di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
(DLKp) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) untuk mencapai
pelayaran yang aman dan efisien dengan menggunakan sarana
yang terdapat di Kapal.

Pasal 1 ayat (8)

Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan
oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan
olah gerak.

Pasal 18 ayat (1)

Setiap Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan wajib
mendapat SPKK yang diterbitkan oleh Syahbandar.

Pasal 18 ayat (2)

SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mengizinkan atau melarang orang naik ke atas Kapal;

b. olah gerak Kapal;

c. perbaikan Kapal;

d. percobaan Berlayar (sea trial),

e. alih muat (transhipment);

f. menunda;

g. pembersihan tangki (tank cleaning); dan

h. bongkar muat barang berbahaya/barang khusus/Limbah

Barang Berbahaya dan Beracun (B3).



S)

Pasal 22 ayat (1)

Untuk memperoleh persetujuan Kegiatan Olah Gerak
Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b,
pemilik Kapal, operator Kapal atau Nakhoda mengajukan
permohonan kepada Syahbandar.

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 Tentang

Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pasal 27 ayat (1)

Operator kapal, Nahkoda, agen, agen umum, atau sub agen yang
ditunjuk mengajukan permohonan olah gerak kapal kepada
penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 27 ayat (2)

Permohonan olah gerak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dengan mengisi data dan menunggah dokumen
melalui /naportnet.

Pasal 27 ayat (3)

Pengisian data dan pengunggahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang persetujuan kegiatan
kapal.

Pasal 27 ayat (4)

Ketentuan pengajuan permohonan olah gerak kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal yang bersandar
langsung dan/atau kapal yang beroperasi dengan sistem window.
Pasal 28 ayat (1)

Penyelenggara Pelabuhan melakukan verifikasi terhadap
permohonan olah gerak kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal
27.

Pasal 28 ayat (2)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 28 ayat (3)
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8)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
data dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar, penyelenggara
Pelabuhan menerbitkan surat persetujuan olah gerak kapal sesuai
format yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang persetujuan kegiatan kapal.

Pasal 28 ayat (4)

Penerbitan surat persetujuan olah gerak kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) menit.

2. Landasan Teori

a. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, KSOP adalah unit pelaksana

teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah

dan bertenggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KSOP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan keamanan di

Pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan

kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugasnya, KSOP menyelenggarakan fungsi:

1)

2)
3)

Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal,
sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal
dan penetapan status hukum kapal.

Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran
terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang
khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian
bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,
pembangunan fasilitas Pelabuhan, pengerukan dan reklamasi,
laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan
pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal,

serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
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4)

S)

6)

7)

8)

9)

Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan
pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan
musibah laut, pelaksnaan perlindungan lingkungan maritim dan
penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang
terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegak hukum di
bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pelaksanaan penyusun Rencana Induk Pelabuhan, Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif
untuk ditetapkan Menteri.

Pelaksanaan  penyediaan, pengaturan dan pengawasan
penggunaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan, penahan
gelombang, kolam Pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan
serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Pelaksanaan  penjaminan dan pemeliharaan kelestarian
lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran
arus barang di pelabuhan.

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan
melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan serta pemberian konsensi atau bentuk lainnya

kepada Badan Usaha Pelabuhan.

10) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasi

pelayanan jasa kepelabuhanan.

11) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum

dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor KSOP mempunyai peran sebagai penegak hukum

dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pengelolaan

urusan administrasi, kepegawaian keuangan, hukum, dan hubungan

masyarakat. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi

persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesianan dan
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kelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong
dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah
dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Keselamatan dan keamanan
pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan
dan perlindungan lingkungan maritim yang perlu dilaksanakan
dengan cermat melalui struktur terkait sebagai pemangku
kepentingan. Adapun kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan
awak kapal dan kesehatan penumpang dan/ atau awak kapal, status
hukum kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan
tertentu. Kelaiklautan kapal dibuktikan dengan kelengkapan
persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi berupa
sertifikat-sertifikat keselamatan seperti surat kebangsaan, surat ukur,
sertifikat keselamatan, sertifikat konstruksi kapal, sertifikat
keselamtan perlengkapan kapal, sertifikat radio dan ijazah yang
dimiliki, serta persyaratan teknis seperti perlengkapan alat pendukung
keselamatan di laut harus terlebih dahulu dipenuhi agar kapal
mendapatkan status laik laut. Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya

dengan keselamatan pelayaran.

Pentingnya peran Syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan
kapal dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, dimana yang dimaksud dengan Syahbandar adalah
pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan
memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga
dapat menunjang kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas
angkutan laut. Pengguna jasa angkutan laut yang menggunakan kapal
yang tidak laiklaut, dapat menimbulkan kerugian pada barang yang

diangkut hingga kehilangan nyawa penumpang maupun awak kapal.
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Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka diadakanlah

pemeriksaan oleh Syahbandar berupa:

1. Pemeriksaan tahunan, setiap 12 bulan diperiksa saat kapal di
atas galangan.

2. Pemeriksaan besar, dilakukan setiap 4 tahun sekali bersama
dengan waktu dok tahunan.

3. Pemeriksaan kerusakan atau perbaikan dilakukan pada waktu
terjadi sesuatu kerusakan yang memengaruhi kesempurnaan
kapal.

4. Pemeriksaan tambahan, dilakukan apabila diperlukan
dispensasi misalnya akan mengangkut penumpang, membawa
muatan berbahaya dan lain-lain.

b. Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG)

Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang
dikeluarkan oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan
kegiatan olah gerak. Surat persetujuan ini diperlukan untuk
menghindari kecelakaan laut dan menjaga keselamatan kapal serta
awaknya. Dalam surat persetujuan olah gerak kapal, terdapat beberapa
informasi yang harus diisikan seperti nama kapal, nama kapten,
daerah perairan yang akan dilalui, maneuver yang akan dilakukan,
waktu dan tanggal pelaksanaan maneuver, dan tanda tangan dari
otoritas laut setempat yang memberikan persetujuan.

Pada umumnya, surat persetujuan olah gerak kapal dibuat oleh
agen perkapalan yang berhubungan dengan otoritas laut setempat dan
kemudian diserahkan kepada kapten kapal untuk diisi dan
ditandatangani. Surat persetujuan olah gerak kapal sangat penting
dalam menjaga keselamatan kapal serta awaknya. Dengan adanya
surat persetujuan ini, kapten kapal akan memiliki izin resmi dari
otoritas laut setempat yang melakukan maneuver tertentu di lautan.
Hal in1 akan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan laut yang dapat

membahayakan keselamatan kapal dan awaknya.
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Selain itu, surat persetujuan olah gerak kapal juga dapat
membantu kapten kapal dalam menghindari tindakan penegakan
hukum dari otoritas laut setempat. Kapten kapal yang melanggar
ketentuan peraturan laut dapat dikenakan sanksi oleh otoritas laut
setempat, dan surat persetujuan olah gerak kapal dapat menjadi bukti
resmi bahwa kapten kapal telah melakukan maneuver dengan izin
yang sah. Dengan demikian, surat persetujuan olah gerak kapal sangat
penting dan harus selalu disertakan dalam setiap operasional kapal di
laut.

c. Inaportnet
1) Pengertian Inaportnet

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui
Inaportnet. “Inaportnet adalah sistem layanan Tunggal untuk
kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kapal yang
diterapkan secara elektronik dan terstandar”.

Pada dasarnya [Inaportnet merupakan sistem yang
berbasis jaringan internet/Web Service terkait dalam pelayanan
permohonan untuk penerbitan surat persetujuan olah gerak kapal.
Sistem yang dibuat agar pengguna jasa dalam melakukan
permohonan persetujuan untuk olah gerak tidak harus datang ke
instansi pemerintah dan meminimalisir pengguna jasa bertatap
muka dengan petugas pemerintah yang berwenang.

Dalam pelayanan /naportnet akan banyak menggunakan
singkatan atau istilah, sehingga pembaca perlu memahami istilah-
istilah  tersebut  sehingga dalam pelaksanaanya tidak
menimbulkan kekeliruan. Adapun istilah-istilah yang sering
digunakan atau yang terdapat pada layanan Inaportnet adalah
sebagai berikut:

1) AP : Agen Pelayaran/Perusahaan Pelayaran
2) PBM : Perusahaan Bongkar Muat
3) PMKU : Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

PKK : Pemberitahuan Kedatangan Kapal adalah laporan
rencana kedatangan kapal yang disampaikan oleh perusahaan
angkutan laut nasional, penyelenggara kegiatan angkutan
laut khusus dan perusahaan angkutan laut rakyat kepada
Penyelenggara Pelabuhan.

SPM : Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan (Clearance
in) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh
Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal
secara teknis administrative telah memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal dan wajib lainnya untuk memasuki
Pelabuhan.

RKBM : Rencana Kegiatan Bongkar Muat adalah laporan
yan disampaikan perushaan bongkar muat kepada
Penyelenggara Pelabuhan yang memuat rencana kegiatan
bongkar muat.

PPKB : Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang adalah
permintaan pelayanan jasa di Pelabuhan (Labuh, Pandu,
Tunda, Kepil, Tambat dan jasa lainnya) dan jenis barang serta
jumlah barang yang akan di bongkar/muat oleh agen
pelayaran yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan
(BUP).

RPK-RO : Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi
adalah dokumen lokasi tambat kapal dan bongkat muat
barang yang diusulkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk memperoleh
penetapan.

PPK : Penetapan Penyandaran Kapal adalah dokumen lokasi
tambat kapal dan bongkar muat barang yang ditetapkan oleh
Kantor Otoritas Utama dan Kantor Syahbandar dan Otoritas
Pelabuhan.

10) SPK : Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang berisi

perintah untuk melaksanakan pelayanan kapal yang
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dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang
meliputi kegiatan pemanduan, penundaan, dan tambat kapal.

11)SPOG : Surat Persetujuan Olah Gerak adalah surat
persetujuan yang diterbitkan dalam bentuk dokumen
elektronik bahwa kapal secara teknis telah memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk
melakukan pergerakan di Pelabuhan.

12) LKK : Laporan Keberangkatan Kapal adalah laporan rencana
keberangkatan kapal yang disampaikan oleh perusahaan
pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan.

13) LK3 : Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal adalah
laporan yang disampaikan oleh perusahaan pelayaran kepada
Penyelenggara Pelabuhan tentang realisasi kegiatan kapal
yang berisikan tanggal kapal tiba dan tanggal kapal
berangkat, Pelabuhan asal dan Pelabuhan tujuan, serta data
muatan kapal (bongkar dan/atau muat)

14)SPB : Surat Persetujuan Berlayar (Clearance Out/Port
Clearance) adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh
Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal
secara teknis administratif telah memenuhi syarat
kelaiklautan kapal dan kewajiaban lainnya untuk berlayar
meninggalkan pelabuhan.

15) LAB : Laporan Angkutan Barang adalah surat yang berisi
daftar kegiatan bongkar/muat barang yang diajukan oleh
perusahaan jasa terkait (EMKL/JPT) kepada Penyelenggara
Pelabuhan.

16)JPT : Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding)
adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan
pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang
diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan
barang melalu transportasi darat, perkeretaapian, laut dan

udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan,
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bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan,
penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan
penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan,
pemesanan ruangan pengangkut, pengelola pendistribusian,
perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman
barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang
diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan kamunikasi
serta layanan logistik.

17) Warta Kapal adalah suatu bentuk pelaporan secara elektronik
yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional,
penyelenggara angkutan laut khusus, agen umum, dan/atau
sub agen kepada Penyelenggara Pelabuhan dan Syahbandar
mengenai kondisi umum kapal dan muatannya sebelum kapal
memasuki pelabuhan (PKK dan SPM) dan/atau sebelum
kapal meninggalkan pelabuhan (LKK, LK3 dan SPB).

18) Shipping Intruction adalah perintah/instruksi
pengapalan/pengiriman yang dibuat oleh eksportir/pengirim
barang kepada perusahaan pengangkutan.

19) Hub Payment adalah Pusat Distribusi dan monitoring tagihan
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari seluruh
aplikasi online Kementerian Perhubungan untuk pembayaran
dan penyetoran PNBP ke Kas Negara yang terhubung
melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online).

Tidak semua kapal dapat dilayani dengan sistem online
Inaportnet atau dengan kata lain pelayanan yang digunakan
dengan cara manual. Ada pun kapal — kapal yang tidak dilayani
menggunakan sistem [naportnet sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/3/II/DJPL-
15 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan
Inaportnet di Pelabuhan (Pasal 2, Ayat (2)) adalah sebagai
berikut:

1. Kapal pelayaran rakyat
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2. Kapal yang berukuran 35 GT kebawah

3. Kapal yang beroperasi tetap pada daerah pelayaran tertentu

dengan waktu pelayaran kurang dari 6 (enam) jam; dan
Kapal Perikanan.

Inaportnet pada dasarnya sebagai sistem untuk
melayani kedatangan/keberangkatan kapal maupun untuk
rencana kegiatan bongkar muatnya. Sehingga yang dapat
mengakses sistem ini hanya yang memiliki kepentingan di
Pelabuhan yaitu:

1. Otoritas Pelabuhan
Kesyahbandaran

BUP (Pelindo I - 1V)

Perusahaan Pelayaran/Agent
Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

A

6. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

2) Karakteristik

a.

g.

Berbasis web: Selalu dapat diakses dimana saja dan kapan
saja

Mudah digunakan

Aman: pertukaran data dan informasi terjamin
kerahasiaannya

Cerdas: sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi
pengguna

Netral: tidak memihak, sistem hanya memberikan akses
sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna

Sistem hanya mengotomasi bisnis proses yang ada (sesuai
dengan peraturan/ketentuan yang berlaku)

Layanan terintegrasi

3) Manfaat

Adengan karakteristik tersebut maka [naportnet akan

memberikan manfaat bagi komunitas logistik, antara lain sebagai

berikut:
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Single submission.

o

Layanan online, Hemat waktu dan biaya

Percepatan proses secara keseluruhan

& o

Kemampuan tracing dan tracking.
Minimisasi kesalahan pemasukan data dan dokumen
Menerima integrasi data secara elektronis

Dapat melakukan monitoring atas proses.

5 @ oo

Meningkatkan daya saing pelaku industri.
Berikut dokumentasi layanan sistem Inaportnet dapat

dilihat pada gambar 2.1.

{0 @& naportnet.dephub.goid

7

InaPurtNet

sign In

Gambar 2.1 Dokumentasi layanan sistem Inaportnet
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1.

Waktu dan lokasi penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak
tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4
(bulan) mulai dari Maret 2023 sampai dengan Juni 2023, dimana 2 bulan
dilakukan untuk magang dan 2 bulan dilakukan untuk pengumpulan data.

Lokasi pelaksanaan penelitian ini yaitu di Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen, S. (1992:21-22)
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan
perilaku orang-orang yang diamati.

Penelitian kualitatif bertujuan bertujuan untuk mendapatkan
pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif
partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi
didapat setelah melakukan analitis terhadap kenyataan sosial yang menjadi
fokus penelitian. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan
kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner
melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi

yang terkait lainnya.

. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono (2013), instrumen penelitian adalah suatu alat
yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang
diamati. Dimana pada penelitian ini instrument penelitian yang digunakan
yaitu metode wawancara. Berikut formulir survei kuesioner agen pelayaran

ditampilkan pada tabel 3.1.



Nama responden :

No. Pertanyaan Jawaban

1. | Apakah anda sudah menggunakan sistem
Inaportnet untuk penerbitan SPOG?

2. | Apakah penerbitan SPOG dengan sistem
Inaportnet lebih efektif dibandingkan manual?

3. | Apakah anda memahami cara penggunaan
sistem /naportnet untuk penerbitan SPOG?

4. | Apakah sistem [naportnet mempermudah
proses penerbitan SPOG di Kantor Syahbandar
dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang?

5. | Apakah dalam penerbitan SPOG dengan sistem
Inaportnet sering terjadi kendala pada sistem?

6. | Berikan informasi kendala apa yang anda

rasakan untuk penerbitan SPOG di KSOP
Kelas II Palembang!

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer
Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud
khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data
dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber data yaitu pihak
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.
b. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung
dari orang lain, kantor berupa laporan, profil, buku pedoman, atau
pustaka. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini
yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta

situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah

penelitian, karena proses penelitian dapat dilihat dan ditunjukkan pada
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bagian kerangka penelitian yang dimulai dari awal penelitian sampai dengan

proses penelitian itu selesai. Bagan alir penelitian tersebut dapat dilihat pada

gambar 3.1.
v
/ Identifikasi masalah /
v
/ Pengumpulan data /
v
I |
DATA PRIMER DATA SEKUNDER
1. Data kondisi geografis wilayah
1. Data dokumen-dokumen Sumatera Selatan
persayaratan dalam 2. Data struktur organisasi Kantor
pengurusan S_POG . Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
2. Dokumentasi keadaan di KSOP Kelas IT Palembang
Kelas II Palembang
3. Survei kendala dalam
pembuatan SPOG
L
v
Pengolahan Data
v
ANALISA

Analisa kendala dalam Pelayanan Olah Gerak Kapal dengan sistem
Inaportnet. Meliputi kendala dalam pembayaran dengan menggunakan
VTS dan kendala dalam pemanduan kapal.

v

/ Pemecahan masalah /
v

/ Kesimpulan dan saran /
v

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

B. Teknik Pengumpulan Data
1. Data Primer

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu:
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a. Observasi
Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan langsung secara cermat dan sesuai dengan keadaan
yang sedang terjadi. Penulis menggunakan metode ini dengan
mengamati secara langsung mengenai kondisi di Kantor Syahbandar
dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang saat ini. Data yang
didapat setelah melakukan observasi adalah data berupa
dokumentasi kendala dalam Penerbitan Surat Persetujuan Olah
Gerak dengan Sistem /naportnet.
b. Wawancara
Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan
untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menyajikan
pertanyaan kepada narasumber yang dinilai untuk mengetahui
kondisi yang ingin diketahui sehubungan dengan masalah yang akan
dibahas.
c. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu
dapat berupa tulisan maupun gambar. Dokumen yang berbentuk
tulisan berupa catatan mengenai cerita, biografi, peraturan dan
kebijakan. Menurut (Sugiyono:2014:82), bahwa: “studi dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif”. Oleh karena itu, metode
dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data-data
dokumen mengenai peraturan dan kebijakan pemerintah terkait
pelaksanaan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan
sistem [naportnet di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Palembang.
2. Data Sekunder
Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pada

penelitian ini antara lain:
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a. Metode Kepustakaan
Metode yang berasal dari literatur atau buku-buku yang ada
di Perpustakaan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan
Penyeberangan Palembang dan buku-buku lain yang terkait dengan
penelitian ini.

b. Metode Institusional

Metode yang mengumpulkan data-data dari berbagai
instansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kantor
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang. Pada
penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari Kantor
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang berupa
data kelengkapan dokumen dalam penerbitan Surat Persetujuan

Olah Gerak.

C. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis diperlukan landasan teori yang berhubungan
dengan penelitian yang dilakukan sehingga didapatkan hasil analisis yang
akurat. Analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan secara
observasi adalah dengan metode deskriptif yaitu dengan memberikan
gambaran tentang fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan
sistematis dan cermat, untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada
sehingga bisa diberikan solusi untuk masalah tersebut setelah peneliti
melakukan pengamatan mengenai kendala yang dihadapi oleh Kantor
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam penerbitan
Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem /naportnet berdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan

Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1.

Gambaran Umum

a. Letak Geografis

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di
Pulau Sumatera. Ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota
Palembang. Sumatera Selatan merupakan dataran rendah dengan
ketinggian rata-rata + 79 meter di atas permukaan laut, terletak pada
posisi 1’ — 4’ Lintang Selatan dan antara 102’ — 106’ Bujur Timur. Luas
wilayah Sumatera Selatan adalah berupa daratan seluas 91.592,43 km?.
Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Selatan memiliki
batas-batas: Utara — Provinsi jambi; Selatan — Provinsi Lampung; Barat
— Provinsi Bengkulu; Timur — Provinsi Bangka Belitung. Terdiri dari 17
kabupaten/kota yaitu kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan
Lubuklinggau. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir,
Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan
Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Empat
Lawang, PALI dan Musi Rawas Utara.

Kota Palembang terletak antara 2°52° sampai 3°5° Lintang
Selatan dan 104°37° sampai 104°52” Bujur Timur. Pada tahun 2007 Kota
Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada tahun 2018,
berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan
Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I
dan Kecamtan Ilir Timur Tiga yang merupakan pemekaran dari
Kecamatan Ilir Timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota
Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988, luas Kota Palembang
adalah 400,61 ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar
dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km? / 17,17%) dan Kecamatan
Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22

km?/1,55%).



Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan

b. Batas Administrasi

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13
wilayah kabupaten dan empat kota, luas wilayah masing-masing
kabupaten/kota, yaitu: Ogan Komering Ulu (4.797,06 km?), Ogan
Komering Ilir (18.359,04 km?), Muara Enim (7.383,90 km?), Lahat
(5.311,74 km?), Musi Rawas (6.350,10 km?), Musi Banyuasin (14.266,26
km?), Banyuasin (11.832,99 km?), OKU Selatan (5.493,94 km?), OKU
Timur (3.370,00 km?), Ogan Ilir (2.666,09 km?), Empat Lawang
(2.256,44 km?), PALI (1.840,00 km?), Musi Rawas Utara (6.008,55 km?),
Kota Palembang (633,66 km?), Kota Prabumulih (251,94 km?), Kota
Pagar Alam (633,66 km?) serta Kota Lubuk linggau (401,50 km?).

c. Kependudukan
Berdasarkan hasil sensus kependudukan tahun 2022, jumlah
penduduk sebanyak 8.550.849 jiwa yang terdiri dari 4.360.069 jiwa
penduduk laki-laki dan 4.190.780 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 4.1 Luas Daerah dengan Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

Luas Jumlah
Wilayah Wilayah Penduduk
(km?) (2023)
Ogan Komering Ilir 17.071,33 772.742
Musi Banyuasin 14.550,79 627.070
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Wilayah Luas Jumlah
Wilayah Penduduk

(km?) (2023)

Banyuasin 12.262,76 843.871
Muara Enim 6.763,91 617.846
Musi Rawas 6.122,59 398.732
Musi Rawas Utara 5.937,80 190.420
Ogan Komering Ulu 4.369,25 653.062

Timur

Lahat 4.333,07 434.939

Ogan Komering Ulu 3.774,50 371.106
Ogan Komering Ulu 3.412,72 416.616

Selatan

Ogan Ilir 2.302,86 419.401
Empat Lawang 2.234,10 343.839
Pali 1.842,56 197.290

Pagar Alam 625,91 145.266
Prabumulih 447,31 195.748
Lubuk Linggau 367,73 236.828
Palembang 352,51 1.686.073

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022
Berdasarkan data dari tabel 4.1 dapat dilihat penduduk terbesar terdapat di
Kota Palembang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.686.073 jiwa dengan luas
wilayah 352,51 km? dan jumlah penduduk terkecil yaitu Kota Pagar Alam dengan
jumlah penduduk sebanyak 145.266 jiwa dengan luas wilayah 625,91 km?.
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021

Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan (%)
Ogan Komering Ilir 0,33
Musi Banyuasin 0,60
Banyuasin 0,62
Muara Enim 0,60
Musi Rawas 0,60
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Kabupaten/Kota Laju Pertumbuhan (%)
Musi Rawas Utara 0,62
Ogan Komering Ulu Timur 0,37
Lahat 0,85
Ogan Komering Ulu 0,71
Ogan Komering Ulu Selatan 1,40
Ogan Ilir 0,51
Empat Lawang 2,29
Pali 0,92
Pagar Alam 0,74
Prabumulih 0,99
Lubuk Linggau 0,85
Palembang 0,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Selatan, (2022)

Berdasarkan data tabel 4.2 dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk
tertinggi pada Provinsi Sumatera Selatan adalah Empat Lawang yaitu 2,29% dan
terendah pada Ogan Komering Ilir yaitu 0,33%.

2. Sarana
Sarana kerja kantor adalah sautu fasilitas berupa barang atau benda
bergerak yang secara langsung berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan
proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut sarana
yang terdapat di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Palembang:

1) Ruangan kantor
Ruangan kantor yaitu tempat dimana para pegawai di Kantor
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang melaksanakan
dan mejalankan tugas sesuai dengan divisi masing-masing. Ruangan

kantor dapat dilihat pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Ruangan Kantor
2) Kendaraan dinas
Kendaraan dinas digunakan untuk kepala maupun petugas kantor
Ketika ingin melakukan dinas keluar kantor. Berikut dokumentasi

kendaraan dinas dapat dilihat pada gambar 4.3.

1BC 1080 RZ

Gambar 4.3 Kendaraan Dinas
3) Meja dan kursi
Meja dan kursi merupakan salah satu peralatan yang wajib ada di
setiap kantor maupun ruangan kerja yang digunakan petugas kantor untuk
menyelesaikan pekerjaan kantor. Setiap pegawai tentunya memerlukan
meja dan kursi yang nyaman untuk bekerja selama berjam-jam di ruangan.

Berikut dokumentasi meja dan kursi dapat dilihat pada gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Meja dan Kursi Kerja
4) Lemari arsip
Lemari arsip merupakan tempat dimana para pegawai kantor
menyimpan dokumen-dokumen kantor. Dokumentasi lemari arsip

ditampilkan pada gambar 4.5.

Gambar 4.5 Lemari Arsip

5) Komputer
Komputer adalah alat elektronik yang digunakan pegawai kantor
untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Dokumentasi komputer

ditampilkan pada gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Komputer
6) Printer
Printer merupakan perangkat keras komputer yang dapat mencetak
dokumen dalam bentuk hardcopy. Dokumentasi printer dapat dilihat pada
gambar 4.7.

Gambar 4.7 Printer

3. Prasarana
Prasarana merupakan faktor penunjang dalam kegiatan terhadap
pelayanan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan pada Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang. Fasilitas Prasarana yang baik sangat

diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan di kantor. Adapun kondisi
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fasilitas di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
adalah sebagai berikut:
1) Gedung Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
digunakan sebagai tempat untuk kegiatan administrasi maupun pelayanan
terhadap pengguna jasa. Berikut dokumentasi Kantor Syahbandar dan

Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang ditampilkan pada gambar 4.8.

KANTOR KSOP I 'AS I PALEMBANG U

HARBOUR/MASTER

2) Ruang tunggu tamu

Ruang tunggu merupakan tempat tamu menunggu saat yang akan
bertemu dengan pegawai di Kantor KSOP Kelas II Palembang, serta
merupakan salah satu fasilitas yang terdapat di Kantor KSOP Kelas II
Palembang. Berikut dokumentasi ruang tunggu tamu ditampilkan pada

gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Ruang Tunggu Tamu
3) Pos Satpam

Pos satpam merupakan bangunan yang dijadikan satpam sebagai
tempat pengawasan dan penjagaan di area lingkungan kerja. Pos satpam di

KSOP Kelas II Palembang ditampilkan pada gambar 4.10.

(TS

Gambar 4.10 Pos Satpam

4) Loket Pelayanan

Loket pelayanan merupakan tempat para agen untuk mengajukan
dan mengambil dokumen-dokumen serta permohonan untuk melakukan

kegiatan kapal di Pelabuhan. Terdapat 4 jenis layanan di Kantor KSOP

34



Kelas II Palembang yaitu Subbag Tata Usaha, Seksi Lalu Lintas Angkutan
Laut dan Usaha Kepelabuhanan, Seksi Keamanan Berlayar Penjagaan dan
Patroli, dan Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal. Kondisi loket

pelayanan seperti pada gambar 4.11.

Gambar 4.11 Loket Pelayanan
5) Loket Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Loket PNBP merupakan tempat untuk para agen dalam melakukan
pembayaran. Berikut dokumentasi loket PNBP ditampilkan pada gambar

4.12.

Gambar 4.12 Loket PNBP
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6) Lapangan parkir motor

Lapangan parkir berfungsi sebagai tempat parkir untuk kendaraan
dapat beristirahat dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Kondisi

lapangan parkir motor seperti pada gambar 4.13.

Gambar 4.13 Lapangan parkir motor
7) Lapangan parkir mobil

Di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
juga terdapat lapangan parkir untuk mobil. Kondisi lapangan parkir mobil

dapat dilihat pada gambar 4.14.
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Gambar 4.14 Lapangan parkir mobil
8) Kantin

Kantin di Kantor KSOP Kelas II Palembang memiliki 2 (dua)
kantin. Berikut dokumentasi area kantin di Kantor KSOP Kelas II
Palembang ditampilkan pada gambar 4.15.

Gambar 4.15 Kantin
9) Toilet

Toilet di Kantor KSOP Kelas II Palembang berjumlah 6 unit dalam
kondisi cukup dan dapat digunakan. Berikut dokumentasi toilet

ditampilkan pada gambar 4.16

Gambar 4.16 Toilet
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3. Instansi Pembina

Struktur organisasi KSOP Kelas II Palembang ditampilkan pada gambar 4.21.

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN
Mayor Mar. SANDI VARIKTA, S.E.

NRP. 17754/P

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
IKA HANDAYANI, S.KOM., M,M.

NIP. 1984111132006042001
PENATA TK.1 (11l/d)

KEPALA SEKSI STATUS HUKUM DAN
SERTIFIKASI KAPAL
SUNARSO, S.T., M.M.

KEPALA SEKSI LALA & ANGKUTAN
LAUT &USAHA KEPELABUHAN
MOHAMMAD ICHSAN, S.T., M.A.

NIP.198306012007121002
Penata (111/d)

NIP.197608292003121001
Penata TK.I (IV/a)

KEPALA SEKSI KESELAMATAN BERLAYAR,
PENJAGAAN DAN PATROLI
FERILAND SARAGIH

NIP. 197705122007121001
Penata TK.I (111/d)

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Wilayah Kerja Tanjung Api-
Api
Racmad Syahid, S.E., M.Si.
NIP.196911251990091001
Penata (111/c)

Kepala Wilayah Kerja Prambatan
Yudi Kurniawan, S.H., M.Mar.E.

NIP.198510272007121001
Penata (11l/b)

Kepala Wilayah Kerja
Sungai Lilin
KMS. A. Ikhwan Ashadhi, S.H.

NIP.198602272007121001 Penata
(1/c)

Kepala Wilayah Kerja Karang Agung
Capt. Mareda Gosta, S.SiT., M.M.,

Kepala Wilayah Kerja Gandus
E.Heru Susanto., S.Sos., M.Si.,

M.Mar. M.Mar.Eng.
NIP.198003192007121001 NIP.197602162007121002
Penata (1ll/c) Penata (Ill/c)

Kepala Wilayah Kerja
Jakabaring
Shanty Katharina Sinaga, S.H., M.H.

NIP.197803162007122002
Penata (l1l/c)

Kepala Wilayah Kerja Musi Waras
Syarif Hidayat, S.E.
NIP.197506182006041002
Penata (lll/c)

Kepala Wilayah
Pos Bandar
Muhari

NIP.196712171990031001

Penata (lll/b)

Gambar 4.21 Struktur Organisasi KSOP Kelas II Palembang
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang

keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintah di

Pelabuhan.

a. Fungsi

1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pemenuhan Kelaiklautan Kapal,

Sertifikasi Keselamatan Kapal, Pemeriksaan Manajemen Keselamatan

Kapal.
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2) Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta
Pelaksanaan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Perlindungan Maritim
dan Penegakan Hukum.

3) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Laik
Layar dan Kepalutan, Tertib Lalu Lintas Kapal, Pemanduan dan
Penundaan Kapal, serta Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

4) Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan,
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Pengawasan
Penggunaannya.

5) Pelaksanaan Penyediaan, Pengaturan dan Pengawasan Penggunaan
Lahan Daratan dan Perairan Pelabuhan, serta Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran

6) Pelaksanaan Penjaminan dan Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan
dan Ketertiban, Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan.

7) Penyiapan bahan Penerapan dan Evaluasi Standar Kinerja Operasional
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan serta melaksanakan Urusan Keuangan,
Kepegawaian dan Umum, Hukum dan Hubungan Masyarakat serta
Pelaporan.

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 76 Tahun 2018
ketentuan pasal 29, Organisasi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan,
terdiri atas:

1) Petugas Tata Usaha;

2) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;

3) Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan

4) Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

c. Ketentuan pasal 30, mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan,
kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta
pelaporan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.

2) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama,

hipotek dan surat tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan
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3)

rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan
docking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio,
elektronika kapal, perhitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan
berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan
penerbitan sertfikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen
keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan
tangka serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas
melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal,
penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut
dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan
pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (shifting), pemanduan dan
penundaan kapal di perairan Pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas
keluar masuk kapal, kapa lasing (port state control), flag state control
dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban
embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan, pengawasan
kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian
bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
pembangunan fasilitas Pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi,
patroli di perairan Pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap
keselamatan kapal yang masuk keluar Pelabuhan, kapal sandar dan
berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian
dan penyelamatan (Search And Rescue/SAR), penanggulangan
pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di
perairan Pelabuhan, pengawasan kegiatan alth muat di perairan
Pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan
dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan
kapal dan fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility
Security Code/ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan

pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di
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4)

bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan,
pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut,
tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan
perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran
arus barang, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan, pengaturan dan
penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk Pelabuhan melalui
pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan
standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja
Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan,
rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
Pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di
Pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh
Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas
pokok Pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan
pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan
dan perairan Pelabuhan suatu Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, fasilitas dan operasional
Pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional
pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan
lokasi Pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta
peningkatan kemampuan terminal dan operasional Pelabuhan 24 (dua
puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya
kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan
jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan
dan/atau perairan, fasilitas Pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, Analisa
dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran,

jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan
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prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh
pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan
penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha
jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta
penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan

sistem informasi Pelabuhan.

4. Produktivitas

Berikut data produktivitas penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak
Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang
selama 4 bulan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 data produktivitas penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di
Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang selama 4 bulan

SPOG SPOG SPOG SPOG
Wilker Maret April Mei Juni
M | M I M I M I
Boom 25 2825 11 2480 25 2640 20 2541
Baru
TAA 18 3293 15 2828 26 2873 12 2792
Prambatan - 206 - 186 - 410 - 438
Sungai 40 243 27 306 40 264 22 325
Lilin
K.Agung - 306 - 612 - 687 - 875
Gandus 87 1181 64 1181 91 2001 75 1841
Jakabaring - 239 - 252 - 139 - 141
Musi 4 - - 3 8 - 8 -
Rawas
Jumlah 174 8.295 117 7.854 190 9.014 137 8.953
Sumber: Seksi KBPP Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas Il Palembang
Ket
M : Manual
I : Inaportnet
5. Jaringan

Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan kelas II Palambang memiliki 7

jaringan wilayah kerja yang membantu proses pelayanan kapal yang ada di
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perairan Palembang. Wilayah kerja tersebut di bagi menjadi 8 wilayah kerja,

antar lain;

a.

Wilayah Kerja Tanjung Api-Api

Wilayah Kerja Tanjung Api-Api merupakan Wilayah kerja yang
berada di Pelabuhan Tanjung Api-Api yang berfungsi mengawasi
pergerakan kapal diperairan Tanjung Api-Api dan sekitarnya, Wilayah
kerja Tanjung Api-Api ini dikepalai oleh Bapak Rachmad Syahid, S.E,
M.Si.
Wilayah Kerja Prambatan

Wilayah Kerja Prambatan merupakan wilayah kerja yang berada
diwilayah daerah Prambatan yang berfungsi mengelola dan mengawasi
perairan di sekitar daerah Prambatan, Wilayah kerja Prambatan ini
dikepalai oleh Capt. Maredaa Gosta, S.SiT, M.Mar.
Wilayah Kerja Sungai Lilin

Wilayah Kerja Sungai Lilin merupakan wilayah kerja yang berada
didaerah Sungai Lilin yang berfungsi sebagai tempat pengawasan dan
pengelolaan perairan sekitar Sungai Lilin, Wilayah kerja Sungai Lilin ini
dikepalai oleh Bapak E. Heru, S. Sos, M.Si, M.Mar.Eng.
Wilayah Kerja Karang Agung

Wilayah Kerja Karang Agung merupakan wilayah kerja yang
mengelola dan megawasi perairan sekitar daerah Karang Agung, Wilayah
kerja Karang Agung ini dikepalai oleh Bapak KMS. A Tkhwan Ashadwi,
S.H.
Wilayah Kerja Gandus

Wilayah kerja Gandus berfungsi mengelola dan mengawasi
kegiatan pergerakan Kapal-kapal laut disekitar perairan Gandus, Wilayah
Kerja Gandus ini dikepalai oleh Bapak Yudi Kurniawan, S.H, M.Mar.E.
Wilayah Kerja Jakabaring

Wilayah Kerja Jakabaring berfungsi mengelola dan mengawasi
kegiatan dan pergerakan kapal laut disekitar perairan Jakabaring, Wilayah

Kerja Jakabaring ini dikepalai oleh Ibu Shanty Khatarima, S.H, M.M.
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B.
l.

g. Wilayah Kerja Musi Rawas
Wilayah kerja Musi Rawa berfungsi mengelola dan mengawasi
sekitar wilayah perairan Musi Rawas, Wilayah kerja Musi Rawas ini
dikepalai oleh Bapak Syarif Hidayat, SE.
h. Wilayah Pos Bandar
Wilayah Pos Bandar merupakan wilayah yang dibawahi langsung
oleh Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) serta
dikepalai oleh Bapak Muhari.
Analisis
Analisis kendala pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal
dalam sistem Inaportnet
Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan
kepada pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Palembang terkait penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dengan
sistem /naportnet, ditampilkan hasil survey sebagai berikut:

Apakah anda sudah menggunakan sistem Inaportnet untuk penerbitan SPOG? I_D Salin

15 jawaban

®ya
® tidak

1

Penerbitan SPOG dengan sistem Inaportnet lebih efektif dibandingkan manual IO salin

15 jawaban

@ Sangat setuju
® setuu
Tidak Setuju
@ Sangat Tidak Setuju
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Apakah anda memahami cara penggunaan sistem Inaportnet untuk penerbitan SPOG?

15 jawaban

®ya
©® tidak

Sistem Inaportnet mempermudah proses penerbitan SPOG di Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan Kelas Il Palembang

15 jawaban

@ sangat setuju

® Setuju

@ Tidak Setuju

@ Sangat Tidak Setuju

66,7%

Dalam Penerbitan SPOG dengan sistem Inaportnet sering terjadi kendala pada sistem

15 jawaban

@ sangat setuju
® setuju
@ Tidak Setuju

‘ @ Sangat Tidak Setuju

66,7%

Berikan informasi kendala apa yang anda rasakan untuk penerbitan SPOG di KSOP Kelas Il

Palembang!

14 jawaban
kendala internet

Terdapat masalah pada jaringan ketika jaringan tidak stabil makan penerbitan spog tidak tersimpan
sehingga harus mengisi ulang

Tidak ada

Kendala dalam sistem

terkendala dalam cara penggunaannya

tidak ada kendala

Tidak ada masalah untuk penerbitan SPOG di KSOP Kelas Il Palembang

belum terlalu paham dengan sistem

O salin

O salin

O satin



Proses penerbitan SPOG yang lumayan lama

Terkendala jaringan

Belum memahami cara penggunaannya

Tidak ada

sering terjadi gangguan internet

Tidak ada kendala dalam penerbitan tersebut

Berdasarkan hasil di atas dilakukan rekapitulasi survey berdasarkan

tanggapan pengguna jasa dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal

dengan sistem /naportnet yang ditampilkan pada tabel 4.4.

No. Pertanyaan Hasil

1. | Apakah anda sudah |- Ya=93,3%
menggunakan sistem /naportnet |- Tidak = 6,7%
untuk penerbitan SPOG?

2. | Penerbitan SPOG dengan sistem |- Setuju = 73,3%
Inaportnet lebih efektif |- Sangat setuju =26,7%
dibandingkan manual

3. | Apakah anda memahami cara |- Ya=80%
penggunaan sistem inaportnet |- Tidak =20%
untuk penerbitan SPOG?

4. | Sistem Inaportnet |- Setuju = 66,7%
mempermudah proses penerbitan |- Sangat setuju = 33,3%
SPOG di Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan Kelas 1I
Palembang

5. | Dalam penerbitan SPOG dengan |- Sangat setuju = 13,3%
sistem Inaportnet sering terjadi |- Setuju = 66,7%
kendala pada sistem Tidak setuju = 13,3%

Sangat tidak setuju = 6,7%
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6. | Berikan informasi kendala apa |- Kendala internet

yang anda rasakan untuk |- Terdapat masalah pada jaringan

penerbitan SPOG di KSOP Kelas | ketika jaringan tidak stabil maka

IT Palembang! penerbitan SPOG tidak tersimpan
sehingga harus mengisi ulang

- Tidak ada

- Kendala dalam sistem

- Terkendala dalam cara
penggunaannya

- Tidak ada kendala

- Tidak ada masalah untuk penerbitan
SPOG di KSOP Kelas II Palembang

- Berlum terlalu paham dengan sistem

- Proses penerbitan SPOG yang
lumayan lama

- Terkendala jaringan

- Belum memahami cara
penggunaannya

- Tidak ada

- Sering terjadi gangguan internet

- Tidak ada kendala dalam penerbitan

tersebut

Sumber: Olahan penulis (2023)
Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa pada pertanyaan 1 didapatkan

hasil persentase sebanyak 93,3% untuk jawaban ya dan 6,7% untuk jawaban tidak,
maka dapat dikatakan bahwa hampir semua pengguna jasa sudah menggunakan
sistem /naportnet. Pada pertanyaan 2 didapatkan hasil 73,3% untuk jawaban setuju
dan 26,7% untuk jawaban tidak setuju, maka dapat dikatakan bahwa sistem
Inaportnet lebih efektif dibandingkan dengan sistem manual. Pada pertanyaan 3
didapatkan hasil persentase 80% untuk jawaban ya dan 20% untuk jawaban tidak,

maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pengguna jasa telah memahami
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penggunaan sistem /naportnet tetapi masih terdapat beberapa pengguna jasa yang
belum memahami penggunaan sistem tersebut. Pada pertanyaan 4 didapatkan hasil
persentase 66,7% untuk jawaban setuju dan 33,3% untuk jawaban sangat setuju,
maka dapat dikatakan bahwa sistem /naportnet mempermudah proses penerbitan
SPOG di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang. Pada
pertanyaan 5 didapatakan hasil persentase 13,3% untuk jawaban sangat setuju,
66,7% setuju, 13,3% tidak setuju dan 6,7% sangat tidak setuju, maka dapat
dikatakan bahwa dalam penerbitan SPOG dengan sistem /naportnet masih sering
terjadi kendala yang dirasakan oleh pengguna jasa di KSOP Kelas II Palembang.
Untuk pertanyaan 6 para pengguna jasa memberikan informasi apa saja kendala
yang mereka rasakan dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal
dengan sistem Inaportnet yaitu terkendala internet, terdapat masalah pada jaringan
yang tidak stabil sehingga penerbitan SPOG tidak tersimpan dan harus mengisi
ulang, kendala pada sistem, terkendala dalam cara penggunaannya, belum terlalu
paham dengan sistem, proses penerbitan SPOG yang lumayan lama, terkendala
jaringan, belum memahami cara penggunaannya dan sering terjadi gangguan
internet.
2. Analisis persyaratan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh

pengguna jasa untuk penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak

Dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak pengguna jasa yaitu

agen pelayaran harus mengisi data dan mempersiapkan dokumen-dokumen

kelengkapan kapal yang harus diserahkan dan diupload di sistem Inaportnet.

Berikut dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pengguna jasa dapat

dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Dokumen Kelengkapan Penerbitan SPOG

No. Dokumen Keterangan

1. | Surat Laut Surat tanda kebangasaan yang diberikan kepada kapal
yang besarnya lebih dari 500 m? isi kotor (175 GT).

2. | Surat Ukur Surat keterangan yang menyebutkan ukuran-ukuran

terpenting dari kapal seperti ukuran Panjang (legth over-

all, legth between perpendiculars), ukuran lebar, dalam,
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sarah (draught, draft) dan ukuran dari tiap-tiap palka

kapal dan lain-lain.

Sertifikat Sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Keselamatan Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi
Konstruksi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan
Kapal Barang | dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal
berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.

Sertifikat Sertifikat mengenai kelayakan rasio kapal dan

Keselamatan merupakan salah satu bagian dari sertifikasi kelayakan

Radio  Kapal | atau keselamatan kapal.

Barang

Dokumen Sertifikat yang menerangkan bahwa kapal tersebut sudah

Keselamatan diawaki dengan cukup aman dengan jumlah dan jabatan

Pengawakan awak kapal yang sudah sesuai dengan peraturan.

Minimum

10PP Sertifikat pencegahan pencemaran oleh cairan

(International | berminyak.

Oil  Pollution

Prevention)

Garis Muat Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah negara
kebangsaan kapal berdasarkan perjanjian internasional
tentang garis muat dan lambung timbul yang memberikan
pembatasan garis muat untuk tiap-tiap musim atau daerah
jenis perairan dimana kapal berlayar.

Klasifikasi Sertifikat yang menerangkan jenis lambung kapal sesuai

Lambung dengan kelasnya, sertifikat ini diterbitkan oleh Biro
Klasifikasi Indonesia (BKI).

Klasifikasi Sertifikat yang menerangkan mesin kapal sesuai dengan

Mesin kelasnya, sertifikat ini dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi

Indonesia (BKI).
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10.

Fire Dokumen yang berisikan alat perlindungan kebakaran
Extinguisher aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau

mengendalikan kebakaran kecil, umumnya dalam situasi

darurat.

11. | Liferaft Dokumen yang berisikan alat keselamatan berupa perahu
karet dengan tanda pelindung dan dilengkapi dengan
obat-obatan, perbekalan makanan dan minuman untuk
keadaan darurat.

12. | Sertifikat Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi
Pencegahan persyaratan sesuai dengan konvensi MARPOL Annex VI.
Pencemaran
Udara
Internasional

Sumber: Seksi KBPP KSOP Kelas Il Palembang

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dokumen-dokumen kelengkapan kapal untuk

penerbitan SPOG yaitu surat laut, surat ukur, sertifikat keselamatan konstruksi

kapal barang, sertifikat keselamatan radio kapal barang, dokumen keselamatan

pengawakan minimum, IOPP (International Oil Pollution Prevention), garis muat,

klasifikasi lambung, klasifikasi mesin, fire extinguisher, liferaft dan sertifikat

pencegahan pencemaran udara internasional.

C. Pembahasan

Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dengan sistem
Inaportnet

Surat Persetujuan Olah Gerak adalah dokumen yang dikeluarkan
oleh syahbandar terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan olah gerak.
Sebelum adanya sistem [naportnet proses permohonan penerbitan Surat
Persetujuan Olah Gerak masih menggunakan sistem manual, dimana agen
pelayaran mengajukan permohonan melalui surat menyurat, tatap muka dan
menyerahkan hardcopy dokumen kepada petugas, namun dengan adanya
sistem [naportnet pengajuan permohonan Penerbitan Surat Persetujuan

Olah Gerak melalui sistem informasi teknologi menggunakan jaringan
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internet. Berikut prosedur penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan

sistem Inaportnet:

a. Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem Inaportnet
diawali dengan agen mengakses melalui web Inaportnet yaitu

https://inaportnet.dephub.go.id, kemudian setelah web terbuka, muncul

tampilan login seperti pada gambar 4.22.

{0 @& naportnet.dephub.goid +

| ) @ O VYoulube 3

27

InaPurtNet

signin

Gambar 4.22 Halaman Web Inaportnet
Setelah itu agen pelayaran memasukan username dan password yang
telah terdaftar, kemudian klik login. Maka selanjutnya akan muncul

halaman seperti pada gambar 4.23.
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https://inaportnet.dephub.go.id/

{0 @ naportnetdephub.goid + :
= O LINTAS SERAM MANDIRI

Welcome To Dashboard

Pengumuman

gen pearen penggns Inspoctnet.

Gambar 4.23 Halaman Pengumuman
Selanjutnya agen dapat mengklik dashboard yang berada di sudut kiri

atas, maka akan muncul halaman berikut seperti pada gambar 4.24.

Dashboard

Layanan

mumal

hgen pelayaran pe
Jadwal Kapal ngan telah diimpl
an turunan peratt
ormasi untuk kec
gan dan keberan
paikan mohon pt

Datang/Berangkat

RKBM Curah

Time Sheet RKBM Curah
Kapal Pindah

SPS SPOG

Daftar Tambat

mumal

na Aplikasi Inap:
Layanan Lainnya ngan adanya pen
an hal-hal sebag
Perpanjangan Tambat bngan SE.9/XII/Di
elalui inaportnet )
hn mandatory per
diatas lunas mele
Layanan PNBP Engan peraturan ¢
hffic service (vts),

BMBB

PKKA Anchorage

Gambar 4.24 Menu Layanan Inaportnet
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Selanjutnya apabila PPKB, RPKRO, PPK, SPK PANDU telah disetujui
semua maka agen dapat langsung menuju untuk mengajukan SPOG
dengan mengklik layanan SPS SPOG. dan akan muncul tampilan
seperti gambar 4.25.

{0 @ naportnetdephub.goid 4+ (9

Surat Permohonan Persetujuan Olah Gerak
Kapal (SPOG)

BORaaAAnEA:
¢]
o

Gambar 4.25 Layanan SPS SPOG
Kemudian pilih permohonan apakah Permohonan SPOG Dengan
Pandu atau Permohonan SPOG Kapal Tanpa Pandu. Jika Gross
Tonnage Kapal diatas GT. 500 maka gunakan pandu. Untuk kapal
Berjaya II memiliki GT. 989 maka agen dapat memilih permohonan
SPOG dengan pandu dan akan muncul tampilan seperti pada gambar

4.26.

Gambar 4.26 Permohonan SPOG
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Kemudian untuk membuat Permohonan SPOG Kapal dengan
memasukkan Nomor PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal).
Kemudian isi data-data kapal tersebut. Untuk Permohonan SPOG
Dengan Pandu yang akan di isi berupa kode lokasi awal, nama lokasi
awal, kode lokasi akhir, nama lokasi akhir, keperluan, kegiatan, nama
petugas pandu, tanggal SPOG. Setelah data tersebut terisi semua dan
telah disetujui maka selanjutnya menunggu Persetujuan SPOG dari
Syahbandar yang akan menerbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak

seperti pada gambar 4.27.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS Il PALEMBANG
J. Mayor Memet Sastrawirya No. ~ [Telp : (0711) 711359, 713561, Fax : 713450
147 Palembang Sumatera Selatan 713561 Email : adpel_plg@yahoo.co.id
0115 Hotine :

'SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK
No : SPOG.IDPLM.0323.0004496

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
PELAYARAN 2. Peraturan Bandar 1925;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Permenhub No. 36 Th 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kir Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan;
5. Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;
6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (Colreg) 1972.

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS Il PALEMBANG, Sesuai
surat Permohonan dari PT. PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE, Nomor SPS.SPOG.IDPLM.2303.004570, Tanggal 15 Mar 2023,
Perihal : Perselujuan Olah Gerak Kapal

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini
Nama Kapal BERJAYAI

Jenis Kapel : GENERAL CARGO
Bendera INDONESIA

Isi Kotor 989

Nakhoda Andris Julius M

Miik | Agen PT. PELAYARAN HALUAN SEGARALINE

Untuk bergerak dari LAUT ke AREA LABUH ZONAE (dalam DLKr/DLKp)
Waktu Gerak 2023-03-16 07:00:00

Keperiuan BERLABUH

Persetujuan ni diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut
1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12/ 16.
2, Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal
3, Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan;
6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor.
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang bertaku di Wilayah kerja Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS Il PALEMBANG

Nakhoda bertanggungjawab setiap kegiatan pergerakan kapal
Persetujuan ini mulai tanggal 15 Mar 2023 s/d 18 Mar 2023
Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Mar 2023
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II
PALEMBANG

ERRE T E

Gambar 4.27 Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal
2. Kendala dalam pelayanan olah gerak kapal dengan sistem Inaportnet
Dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal terdapat
kendala-kendala yang dirasakan oleh pengguna jasa. Berdasarkan survey
yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat pengguna jasa

yang belum memahami dalam penggunaan sistem [naportnet, kurangnya
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pemahaman agen pelayaran dalam menggunakan /naportnet menjadi salah
satu kendala dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal. Selain
itu kurangnya fasilitas internet juga menjadi salah satu kendala yang
dirasakan oleh agen pelayaran, apabila koneksi internet buruk maka sistem
akan mengalami gangguan dalam proses pengunggahan dokumen ke dalam
sistem Inaportnet. Selain itu terdapat juga kendala berupa penetapan pandu
yang biasa tidak muncul atau mengalami keterlambatan muncul pada sistem

seperti yang terlihat pada gambar 4.28.

H ld;

. "‘Ml:
i "'llﬂ’

Gambar 4.28 Dokumentasi penetapan pandu tidak muncul

3. Upaya penyelenggara kantor terhadap kendala yang terjadi di Kantor
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam Pelayanan
Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem Inaportnet

Dengan adanya masalah yang dihadapi Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang tentunya penyelenggara Kantor
akan harus melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun
upaya yang harus dilakukan petugas kantor yaitu dengan menyediakan dan

menambah kecepatan akses internet, penerapan penggunaan Inaportnet
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sangat bergantung pada tingkat konektivitas internet sehingga apabila akses
internet lemah maka hal tersebut dapat mengganggu penggunaan lanportnet
yang dapat memperlambat waktu pelayanan. Selanjutnya dapat dilakukan
sosialisasi dan pelatihan kepada para pengguna jasa untuk meminimalisir
keselahan dan dapat mengoptimalkan waktu secara efisien serta dapat
meningkatkan keterampilan petugas dalam penggunaan sistem /naportnet.
Kemudian Kantor KSOP Kelas II Palembang juga dapat menyediakan
layanan pengaduan atau layanan customer service untuk bisa berkonsultasi
terkait kendala-kendala dalam penerbitan SPOG dalam sistem Inaportnet.
Selanjutnya terkait dengan penetapan pandu yang biasa tidak muncul
penyelenggara kantor dapat melakukan kolaborasi berupa komunikasi
dengan instansi terkait yaitu Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan
Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dengan menciptakan Grup
WhatsApp, dimana dalam grup WhatsApp tersebut terdapat Petugas Kantor
KSOP Kelas II Palembang, PT. Pelindo dan Agen Pelayaran. Sehingga saat
terjadi kendala dalam penetapan pandu, ketiga pihak tersebut bisa langsung
mengkonfirmasi permasalahan di grup WhatsApp tersebut. Berikut contoh
laporan permasalahan terkait penetepan pandu dapat dilihat pada gambar

4.29.

09320 &M - Co NE TR W

< problem solve inaport-vis (3
AmikS, APIS, APRIN, ATI, Awar, Dadang, D.

EKO KPS

Dear team EOS, mohon dibantu SPK
Pandu tdk keluar

ZONA FKE ZONA 1
PKK.DN.IDPLM.2304.000818 PACIFIC
STAR 8703

NO PPKB : 202315001715

PPKB KE: 10

~ Ario Ferdy
EKO KPS
Dear team EOS, mohon dibantu SPK Pandu

tdk keluar
ZONA F KE ZONA 1

di cek lagi pak approve PPK nya

EKO KPS
oke bpk 425
14 Mei 2023

Hsl Jendra

Dear team EOS, mohon dibantu SPK
Pandu tdk keluar

ZONA F KE SINAR ALAM PERMAI
PKK.LN.IDPLM.2305.000234

MT. RM 2
NO PPKB : 202315001833
PPKB KE : 2

1418 W
© Ketik pesan > o

1l (@)

Gambar 4.29 Laporan Permasalahan Pandu
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama observasi di Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang berkaitan dengan

penerapan penggunaan Inaportnet dalam pelayanan penerbitan Surat

Persetujuan Olah Gerak Kapal oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan

Kelas II Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Kendala yang dirasakan pengguna jasa dalam penerbitan SPOG yaitu
terdapat pengguna jasa yang belum memahami penggunaan sistem
Inaportnet dan sering terkendala dengan jaringan internet. Selain itu, dalam
penetapan pandu juga biasanya sering mengalami keterlambatan muncul
pada sistem Inaportnet.

Upaya yang dilakukan penyelenggara kantor terhadap kendala yang terjadi
yaitu dengan menyediakan dan menambah kecepatan akses internet,
melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna jasa untuk
meminimalisir terjadinya kesalahan, menediakan layanan pengaduan atau
layanan customer service untuk bisa kerkonsultasi mengenai kendala-
kendala yang terjadi dan melakukan koordinasi dengan Badan Usaha
Pelabuhan terkait permasalahan penetapan pandu yang sering mengalami

keterlambatan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1.

Agen pelayaran diharapkan dapat bertanggungjawab dalam kegiatan
penyelesaian dokumen kapal menggunakan sistem Inaportnet dengan
melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi koneksi
internet yang buruk atau sistem /naportnet mengalami gangguan.

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang diharapkan
dapat lebih siap dalam segala hal ataupun kendala yang mungkin terjadi

terhadap pelayanan di kantor yang sebelumnya manual kini beralih ke



3.

sistem Inaportnet seperti menyediakan ruangan khusus untuk mengatasi
kendala tersebut.

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang diharapkan
dapat meningkatkan pengetahuan secara meluas mengenai sistem
Inaportnet dengan cara memberikan layanan sosialisasi kepada pengguna
jasa seperti agen pelayaran diwilayah Kantor Syahbandar dan Otoritas

Pelabuhan Kelas II Palembang.
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Lampiran 1 Surat Laut

4

7
i
s

SU RA«&MNU_T REPUBLIK INDONESIA

Dlterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 .
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini ... Direktur Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Kapal Motor

TANDA TEMPAT TANDA
NAMA KA
AL PANGGILAN | PENDAFTARAN PENDAFTARAN
BERJAY
A PMHE JAKARTA 2008 Pst No. SO16/L
U T O O T wan | vowo
(M) (GT) (NT) PEMBANGUNAN IMO
59.73 X 11.00 X 4.90 989 537 1992 .
PENGGERAK BAHAN UTAMA | JUMLAH JUMLAH
UTAMA MEREK TK/TW KAPAL GELADAK | BALING-
BALING
MES
IN CATERPILLAR 2 X298 KW BAJA SATU DUA
PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA
T e A A A berkedudukan di .....JAKARTA .

memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera
Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun
mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan
muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan
perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.
Tanda Selar: GT. 989 No. 4060/Bc

Diterbitkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Oktober2013
Didaftarkan dalam Register Surat Laut !
No. Urut : 4288 An. MENTERI PERHllJngJNGANLAUT
No. Halaman ;285 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
Buku Register C X1 DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

i BUP N0.131T7004
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lastisd Gnder ia pr

Minister of Transportation Regulation NumeMiGW‘w
The undersigned ..., e Director of Marine Safety Ny
declares that:  Motor Vessel

NAME OF SHIP casion | PORTOF | pecisTRATIONMARK [
| BERIAYA 1l PMHE JAKARTA 2008 Pst No. SO16/L
GROSS NET
DIMENSION IMO
PXLXD (M) e | e
59.73 X 11.00 X 4.90 989 537 1992 = !
MAIN SHIP'S NO. OF NO. OF
PROPULSION MERK HP/KW MATERIAL DECK | PROPELLER
ENGINE CATERPILLAR 2 X 298 KW STEEL ONE TWO
Owned by PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA at JAKARTA

has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may
concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel .
and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of
Indonesia and the treaties concluded with other souvereign countries.

Mark of Tonnage Certificate :

GT. 989 No. 4060/Bc

Issuedat : Jakarta

Date : 1stOctober 2013 ¥
Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION '
FOR THE DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION {
Recorded in the register of OR 2
certificate of nationality in  :
Serial Number © 4288
Page No. . 285

Reg. Book 1
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: BANJARMASIN

KTOBER 2014

YB.MK§-19

Pelsbuban  : TANJUNG? RIDAN Pelabuhan  : TARJURG PRIOK
Portof . Port of
T.nwl ngp] e 26 Dktober 2017
Date % Date =
Nomor T @ 1j5Nomor 511
Number Number
U FENDL, Y Mar ;cap;.cz ol A)S 51, H.siar
= D% M Y I A VIOV RN Y
5. Pengukdfinio® 11{® 128401 1001 | ¢ Pengukuhan g
Endorsement Endorsement
Pelabuhan :PALEMBANG Pelabuhan tMAKASSAR
Port of
Tanggal : 29 AGUSTUS 2019
Date /
Nomor * AL.520/112/VATIX
Number . t\‘ﬂ...u-.l
PUP No. 17 053! o I
7 P *“‘,- v
) Endorsement Endorsement
Pelabuhan  :PARJUKG PANDAN Pelabuhan  :
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15. Pengukuhan 16 Pengukuhan
Endorsement Endorsement
~ Pelabuhan > Pelabuhan
Port of Port of
Tanggal Tanggal :
Date
Nomor s Nomor ey
Number Syahbandar Number e Syahbandar
; Harbour Master 3 "~ Harbour Master
5 N, F
& [PPPPP TP rPTTTIY > L s
: 17. Pengukuhan 18. Pengukuhan
E Endorsement Endorsement
¥ Pelabuhan Pelabuhan  : ;
i Port of Portof
f Tanggal Tanggal : 4
» % Date Date
?y | Nomor . Nomeor H
| Number Syahbandar Number
Harbour Master Harbour Master

Al
>
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Lampiran 2 Surat Ukur

et e R e T

REPUBLIC OF INDONESTA

SURAT UKUR INTERNASIONAL ( 1969 )
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE ( 1969 )
NO. : 4060/Bc v

Dikeluarkan berdasarkan kefenmnn-kelenmn Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah

Republik Indonesia.
Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969, under the authority

of the Government of the Republic of Indonesia.

Nama Kapal [Nomor atau Huruf Pengenal] Tempat Pendaftaran Tanggal *)
Name of Ship Distinctive Number or Letters Port of Registry * Date
SRR RER JEANA T e PMHE v 1992 v

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (PsL. 2 (6)), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau
perombakan besar (Ps1. 3 (2) (b)).

* Date on which the keel was laid or the ship was at a similar strage of construction (article 2 (6)), or date on which the ship
wunderwent alterations or modifications of major character (article 3 (2) (b)), as appropriate.

UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS
Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga
Panjang (pasal 2 (8)) Lebar (Peraturan 2 (3)) Geladak teratas (Peraturan 2(2))
Length (article (2) (8)) Breadth (Reg. 2 (3)3 Moulded Depth amidships to upper Deck
(Regulation 2 (2))
59,73 Meter v 11,00 Meter - 4,90 Meter ~
ISIKAPAL ADALAH :
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE :
TONASE KOTOR OB L o )
GROSS TONNAGE
TONASEBERSIN | 931 Y il
NET TONNAGE
Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Intemasional Tentang
Pengukuran Kapal 1969.

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention
on Tonnage Measurement of Ships 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PK.671/7/14/DK—081 tanggal : 22 Pebruari 2008 ¥

Dikeluarkan di Sunda Kelapa, Tanggal 20 Pebruari 2008 20
Issued at date :

An. MENTERI PERHUBUNGAN

MINISTER FOR TRANSPORTATION
£ R PELABUHAN SUNDA KELAPA
25 &%,
N
/8 %
%

1R [TZanTOR ADPEI &
17 SUNDAKELAPA

120142639
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- : RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE ?
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE KOTOR
GROSS TONNAGE
[—' Nama Ruangan Letak Panjang Isi
No. Name of Space Location Lenght Volume
1 Bawah geladak , AP = FP * 63,50 2675,11~
Underdeck

2 | 1% Tier deck house - Fr.2 - Fr.21- 11,00- | 215,23
TS v ok house - : Fr.5 - Fr.21. 9,15- | 157,00+
) 3rd Tier deck house - Fr 1l —"Fr.2)~ 5,737 86,98 -
5 Companion . L Fri58'= Fr.57% 1,23:¢ 27,55 -
6 Funnel ~ Fr.5 - Fr.10¢ 2,60~ 17,05 »
7 Cargo hatch No.1 v Fr.63 - Fr.87- 14,90 ~ 143,93 -
8 | Cargo hatch No.2 ~ Fr.23 - Fr.47, 14,40 | 139,10~
9 Hatch cover No.1 ¢ Fr.63 - Fr.87. 15,20~ 41,83 ¢
10 Hatch cover No.2 © Fr.23 - Fr.47. 14,70+ 40,45
11 Forecastle . Pr.9- - FP . 7,45 104,95 -

JUMLAH
Total 3649,19 .

Ruang-ruang yang dikecualikan [ Peraturan 2(5)
Excluded Spaces [ Regulation 2(5) ]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari
ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.
* An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed
" and excluded spaces.
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‘ Name of Space [
go Hold: No.l - Fr.18 - Fr.55 ¢
argo Hold: No.2 ¢ Fr.55 ~ Fr.91 95:
 Cargo Hatch No.1 - - | Fr.63 - Fr.87-
Cargo Hatch No.2 . Fr.23 - Fr.47° ;
' 1_“‘ Hatch Cover No.l- : Fr.63 - Fr.87¢ 2
6 | Hatch Cover No.2, © Fr.23 - Fr.Al- 40,45 ~
A
E
Toud 2216,04 «

Ukuran sarat terbesar (Peraturan 4 (2)] Q Jumlah Penumpang [Peraturan 4 (1)]

Moulded Draught [Regulation 4 (23} WAo00 Macer o  Number of Pm.vcggers (Regulation 4 (1)] )

: Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur
Number of passengers in cabins with not more that 8 berths
3 Jumlah Penumpang lainnya

L‘?;:sm '?olumhnya 65,95 Meter. s Number of other passengers

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran 4 ;

Dzsgdplaceofoﬂgimlmuremm 15 Januari 2008 di Singapore -

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya

Date and place of last previous remeasurement

TANDASELAR ._GT. 989 N0, 4060/Be. %o Dipasangpada; dinding rumeh kemudi melintans.....

Mark Place

....... o S2helah. luar

Keterangan

Remarks
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Lampiran 3 Surat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

REPUBLIK INDONESIA
Republic Of Indonesia

SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKS] KAPAL BARANG

CARGO SMIP SAFETY CONSTRECTION CERTIFICATE

No.

Diterbitkan menurut ketenluan
i wnder the provisious of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA D] LAUT)974

schagaimana dinbah dengan Prorokol 1988 dari

Anya

INTERNATIONAL CONFVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
as madified by the Pratacol of 1988 relating thereto

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of indonesia

Olch DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Divectorate General of Sea Transportation

Perpanjangan

Nama kapal Angka alav huruf peogenal |  Pelabuban pendafiaran 1s} kotor
Nome of ship Distinciive number or lelters Port of registry Gross tonnage
BERJAYAII PMHE JAKARTA 989
Jenis kapal’ Bobol mati kapal (Ton) Nomor IMO?
Tipe of ship' Deadweight of ship (Metric ions) * | IO Number?
PRV Kapal barang selsin
Kepal curah D Kapal tangki kimin
= Bulk carrier Clremical tanker X dari yang disebutkan
disamping - 9073907
D Knpnl tangki minyak [7] Kopal tangki gas Cargo shp other than
Oif tanker Gas carrier any of the oside
Tanggal pembangunan
Daie of build
Kontrak Peletakan lupas Serah lerima Perubshan
Contract Keellaid Delfvery Comersion
- TAHUN 1992 - e

DENGAN IN]I DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kopal telah diperiksa scsuai dengan persyaratan Perawron 1/10 Konvensi
That the ship hus been surveved in accordance with the requiremens of veguiation1/1¢ of the Comvention

154

Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan. permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraiuran

diavas memuaskan dan kapal memenuhi persyaraian terkaic dari BAB 1i-1 dan 11-2 Konvensi {selain yang berkaitan dengan sistem
dan serana keselamaten kebakaran seria bagan pengendali kebakaran)
That the survey showed thut the condition of the structure, machinery ond equipment as defined bt the above regulation was
satisfuciony and the ship comptied with the retevans vequivements of chapler 1i-1 and H-2 of the Comvention (other than those
relating to fire safety systems and applicuces and fire control plae

w

That the last n‘w) inspections of the outside of the ship’s buttom touvk place on

1. Palibdio teadan X yang sesua
Chioase and mark X accordmgly

15

Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada anggal .28 FEBRUARY 2018 4.,

17 MARCH 2021

Untuk kapal tanghi minyak, kapal tangki Kimiu dun kupa) lunghs gas saja

For wl tankets. centicol kvskers and gas carruwrs oy
3. Sesual dengan skema Nomor Identifikes Kapal DVIO yung dindopss oleh Organisaxt dengan resolusi A600(15)
Beaccardace warh INC shup sdennficonon number scheme adopied by the Orponecatten hy resohtion A800 (151

NTR 22012

and

telate)

*ee

1015-PPm-S0I
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4. Bahwaqeleiviidak* diterbilkan Serfi(kal Pembebasan
That o Exemptrion hasthas not’ been issued
5. Bahwa kapal telnh/tidak*mengatami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan atoran-aturan
11-1/55 / 11-2/17 'dari Konvensi
That the ship wes'was not’subject to an alternative dexign and arrangements in pursuance of regulations)
7-1/85 7 2-2/17 " of the Convention

6. Behwa dokumen yang memberikan persatujuan akan perubahan bentuk dan snsunan untuk mesin dan
instalasi lismik/prolekst kebakaran divambehtidak ditambah' pada catatan dalam serfifikat ini
That @ Docwment of approval of ahernative design and arrangements for machinery and
elecricol instatiations! fire protection ‘i¥is not “appended to this Certificate

Servifikat ini berlaku sampai dengan 16 MARCH 2023 ‘berdasarken pemeriksaan tahunan dan antara
dan pemeriksaan tethadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/10 dari Konvensi

This cerdificate i valid uniil Isubject to the arinkal and infermediate surveys and
inspections of the ouiside of the ship’s bottom in accordance with regulasion 1/10 of the Covvention

Tanggal selesalnyn pemeriksaan sebagai dasar penerbiten sertifikat ini 5SEPTEMBER 2022
Completion date of the Survey on which shis certificate is based

Diterbitken di SINGAEURA Pada tanggel 5 SEFTEMBER 2022

Issued at Date on

¢ AN. MENTER! PERHUBUNGAN
PUP1 No. OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

" Pembins (1V/a)
NIP: 19731128 200712 1 001

Notex

Tan
Date of Launching

Dok Terakkir 26-02-2021 s/d 17-03-2021 di Batam
Lan.Docking
Daoerah Pelaysran ¢ Semus Leulan/International Voyage
Trading Area

Baa/Stee] : Chtns

i di
Build of at
Klasifikasi :  BKI
Classification
Pemerlisaan ympmyat 0 201
Next intermediate / renewal Survey

4

Orhers

4, Corer yang udak periu
Dalete asappropriote : .

3 Masukan tangpal berakhimya sepeni yang dijelaskan oleh Adminisesi sesuai dengan arurant /14{z) danipadz Konvens. Tanggal dan bulan yang digunzhin
harus sana dengan fanggal Lling tahun, seperti yang dijelaskan pada awran1/2{n) daripada Kotvensi, kecuali dimbah scsuat dengan aturan]/&h)
Insert the date of expiry as specified by the Ads in fnce vevth regulanon 114(a) of the Comventlon The day and vie month of this dare
correspand 1o the agniversary date. as defined i regulanom.2(v) of the C: uniess amended in uccardance itk regulation] (k)
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Lampiran 4 Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sementara

£ Sl

B [ SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO

KAPAL BARANG SEMENTARA
INTERIM CARGO SHIP SAFETY RADIO CERYIFICATE

1964 No. _0581-BPM1.S-SR202

{Calatan: Smiﬂhnl ini harus dilamprrkan dengan Record Peiangkapan Fasilitas Radio (Form R))
(Note: This Cevtiticalo shall be supplomentod by n Racord Racord of Equipment of Radio Facilies (Form R))
Diterbitkan berdasarkan ketantuan dari:

Issmdl ondler the provisions of the:

KONVEBN:I INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA D} LAUT, 1574
sebagaimana diubah dengan protokol 1588, mgmkaldanmlya
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

s moditind Dy the profocol of 1988, raleting themio
berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Undar the Authorily of the Govermmant of the Republic of indanssia

olsh BIRO KLASIFIKAS| INOONESIA
by 8o Klasifkas Indonosa
Nama Kapal Nomor auu Hund Pengenal Petabuhan Pendaftaran Tonase Kolor
Name of Ship Dstnclyes Namder of (L S2ars Port of Regeary Gross Taanage
BERJAYA Il PMHE JAKARTA 289
Wiag” laut dimana kapal ditetapkan beroperasi (regulasi IV12) Nomaor IMO Tanggal Peletakan Lunas
26025 i whioh Shifs IS CaAied (0 Operaia {mpuiahon V72l MO Number
(0]
AT+A2+A3 9073307 10 JUNE 1991
DENGAN INI DINYATAKAN:
This is to certify

4. Bahwa kapal telah disurvay sesuai dengan persyaratan regulasi /9 Konvensi.
Thet the ship hax been surveyed in sccordance with regalation V9 of the Convention

2, Bahwa survey menunjukken bahwe :

That the survay showed that
2.1 Kapal memenuhi persyaratan konvensi yang barkafum dengan instalasi radio;
The ship compliod with the requl ts of the &2 as regavds radio msiaiations

22 Fungsi inslalasi radio yang digunakan pada peralatan keselamatan jwa memenubi petsyaralan konvemt;
The functioning of the radio insraliations usad in iife-saving appfiences comphed with te

3. Bahwa Sertifikel Pembebasen xelaMsdakm diterbitkan,

Thaf an Exemption Cenilicars 1ot been issusd
Sertifikal ini berlaku sampai dengan _: 02 JUNE 2023
This certificste is valid until
Tanggal Penyelesaian survey dimana serlfikal ini didasarkan : 03 MARCH 2023 oy A 5
Complation date of the smwy an which {bis certificata is based
Dilerbitkan di : SINGAPORE _
lasued ai
Tanggal ;03 MARCH 2023 3

Dale

{1) Sesuat cengan ekama nomor IdentiNkax kapal IMO ysog diadopal pieh arganisaal dengan ssalusi A | 117{30)
In accordancy with IO ship identificabon aumbar Schasme adophed by Iha orgamizaton by resoluion A, 1117(30)
(2)  Coretyang odak peru
Dofere as appopaare

F335.01-2019 Rev.2 304185

s "..L-'
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Lampiran 5 Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum

i R R i 4

Dirsktorat Jenderal Perhubungan Laut, berdesarkan Bab V Aturan 14(2), Honvenst Internasional tsntang
Keselsmatan Jiwa di Laut, 1974 beserta amandemennya dan persfuran-peraturan nasional Republik Indonesia,

dangan inl menyatakan bahwa :

Dirsclorate General of Sea Transportation having

the Republic of indonesia, hereby states that:

w‘?‘

No ! ALS04/71/12/DK/2022

e ey

REPUBLIC OF INDONESIA

DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM
MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT

ing rogards fo the principies and guidelines issued under the provision of Chapter
V Regulation 14(2) of the Intamational Convention for the safely of Lifa al Ses, 7974 as amended, and tha national requirement of

Tenda é Sigtern Kamar Masin yang
Nama Kapal Panggitan P’:‘“m Pendaftaran | tidak diswaki secars berkala
Name of ; of Registy P unmanned maci
i e " Space System
BERJAYA Il PMHE JAKARTA NONE
Nemor Pendaftaran Nume PanmahasnOpsrator Kapsl Nomor 1RO " Daerah Palaysran
Oficial Number Company's Nem/Ship’s Oparatar MO Number Trading Area
PT. FOONG SUN SHIPPING
2008 Psl No.5016/L INDONESIA 9073907 INTERNATIONAL VOYAGE
Type of Ship MOTOR VESSEL | Gross Tonnage 969 Total Main Engine Power (kW) 2X288

Rapal yang ya teraebit pada

tarcantum di bawah ink:

The ship named on this document is considered to be safaly

¥, when R p

Inl dapat berlayar dengan aman Jfka jumish dan Jabatan awak kapal
Sdak kureng deri yang ssbagaimana terters pada tabsl den hal-hal lain terkeil kondisi khusus sebagaimana

ds to sea, Jr caries nol fess than the

mber and gr ity of the p { specified in the table(s} below. subject to any special condition stated herein:
Jabaten STCW | Jumlah Jabatan STCW | Jumlah Jabatan STew | Jumiah

Grode/Capacity Reg Numbers | Grede/Capacily Reg | Numbers 1 Reg Numbers

Nakhoda Kopala Kamer Pelugss Jage

Mdaster Mesin 1 Baglan Dek

w2t | 3 (oney | SR EDRO |y s | dgons) | Craaarn | ™
navigaiional
Walch
el | Masinls 1l Patugas
Cried Officer | (14 &.2;1 off 1 (ane) Seconrd Engineer | ez | 1{0ne) Bapian m
. Saafarer Deck

WRlmiPerwima Masinis Pelugas Jaga

Dek Officer in Charge Baglan Masin

Offces n Charge| 1y | 1(0n®) |of an Enginoenng| g | 1 {ON®) | Rating Forming

of 2 Nevigadonal Walch 3 Part of Engine

Watch Room Watch

Opsrador Radlo Perwira Tehnik Petugas

GHMDSS = s Elsitro k& s Baglsn Mesin

GMDSS Radko Becyo Technral Rating as Able

Operaty Officer Sealarer Engine

Operator Radio LainJain

Radio Operator S Ceter

p CO0K

70



™

W

~ %

U I

Svocial conditions (i any}

Nal-ha! lain teckail kondisbkondls! tertentu (ika ada):

Dokumen Kesslamstan Pengawaken Minkmum diterbithan bagl kepsl rersebut yang beriaku selama kapal tardafar

ssbagal kapal Indonssla.

This Miimum Sefo Mannitg Docoment being fo fssusd for this ship, which is valid as /ong as the ship remains, regisiered as

Incionesian ship condition stated hensin:

Y & X 4T —

JAKARTA 17 MAY 2022 18 MAY 2023
PUP. NO. B20220517872917 An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL LAUT

B e
Bt Bengecomes

P P Eogm By

FW 7 WY

PERHUBUNGAN
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREXTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u.b.

Far
KEPALA SUB DIREKTORAT KEPELAUTAN

Bl (6300 il SOENmS Em 84a 2012

Fo G D R, S
g S

DEPUTY DIRECTOR FOR SEAFARERS
P Telah Ditandatangani Secara Elekironik

Pembina Tk. .i Ee:b)

NIP. 19670811 199603 1 001

71



Lampiran 6 Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Minyak Sementara

B | SERTIFIKAT INTERNASIONAL

PENCEGAHAN PENCEMARAN MINYAK SEMENTARA
INTERIM INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

1964 No.: 0581.BP/D1,5-0P/2023 .

(Cataton : smumnmm cmwmmw
(Nole : This Certificale shall be supplemenind by @ Record of Construction and Equipment)
Duerbitkan bardasadkan kelentuan dari:
tasund under the provisions of e
KONVENS! INTERNASIONAL UNTUK PENCEGAHAN PENCEMARAN DAR| KAPAI.. 1973
sebagaimana diubah dengan prolokol 1978, yang lerkait dengannys, sebagaimana lelah
(selanjutnya disebul sebagal “Konvens!’)
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973
a8 mockfied by the protocal of 1975, relating tharew. ax aranded (hereinefier referred lo 65 “the Convertion)

berdassrkan wewsnang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Under the Auhonly of the Governmen of ihe Rapublic of Indonesia

oleh BIRO KLASIFIKAS| INDONESIA

By 8o Kiashkas indonesia
Bobot Mal Kapsl
Noera Kapal Nomor stau Hult | o b o, Pendaftaran Tonase Kotor Desciwemht of 30 oot
Nome of Ship Distincs N‘Mw‘ulm Port of Rogatry Gross Toanmage w-'d =
BERJAYA N PMHE JAKARTA 989 - 9073907
Tipe kapal:
Type of ship

= Kapal Tangh Minyak

= mmnmrmmuwwmmmm regudasi 2.2 Annex-| Konvensi
Ship other than an ol lankee with cvgo lanks coming undo reguiation 2.2 of Annex- of wbe convention
[X] xapal setain dari yang cialas
Ship other ihan any of the abcve

DENGAN INi DINYATAKAN:
fo certlly

1. amwman disurvey sesuai dengan parsyaratan regulasi 8 Annex-l Konvensi: dan
That the ship nes bean surveyed in accordance with guiation 6 of Anner~! of he Convention: andt

2 Bahwa survey menunjukkan bahwa konskuksi, peralatan, sistem, perengk al dan @l hapal dan kondisi
daripadanys dalam segala hal memuaskan dan bahwa kapal memenubi mmmmmumlw
That the Survey shows Mmat the STuCture, wma%mmmummmhMthv

y and that the ship comp of Annax-! of ia Convention,
Sertifikat il bertaku sampai dengan _:,Q2JUNE2Q§”A
This certicale is vakd unld
Tanggal panyalesaian survey di sertifikal inl didasarkan 03 MARCH 2023
Complation dee of the sunmy on which ihis certificats is besed ¥ §5
Oiterbitkan di : _SINGAPORE
issend of BIRO KLASIFI
Tanggal : 03 MARCH 2023
Dats
:" mw—nmmsz*mmbnm
m Utk haset gk e
o o lankivt.
@ apel 340 yorg o resabins A §I1IOKY
- pr o ArriTeam
F33.8.01-2020 Rev.2

304200

e
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Lampiran 7 Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara

K SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL SEMENTARA
B \ PROVISIONAL INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE
No. 00097-BP/D1.8-LL/2023
Dikeloarkan berdasackan ketemuan Konvens) Intemasional lcnun& Gatls Muat, 1966,
scbagaimana dimodifikesi sesual Prowocol 198
1964 Issued under the provisions of the brieriational Convention on Load Lines, 1966,
 the Protocel 1988 relating thereto

ay modified &
atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
under ke authority of the Government of the Republic of Indonesia by Biro Klasifikasi Indonesia

Nama Kapal Nomor atau Hurul” Pelobuhen Panjong (L) sepenu omor
Name ofm Pengenal Pendaflaran dkcmgka{ln(da)}m pzsaﬂ?% MO Number,
Distncine \umber or Leiters. Poct of Regisiny 1 (1) as diefiied m Acticles 268

BERJAYA - II PMHE JAKARTA 58.73 a 9073907

imbut diberikan sebagai * : -~ Kapal baru Tipe kapal *: W_A_“ -
lﬁrﬁw }m!‘wcfw A nne.'u* ship Type of Ship pe "B"
KapaHlama 3500—8—" o Dengan-Lambung Fimbul-yang dinerkeoH
* Coret yang ridak sesugi ch-tcisting ship Tae wiksedueekfocchoend | L
Defete whatever is ingpplicable TypetB S S Lo 7=t
Lambung timbul dari garis geladak Garis Mual
Freeboard from deck line Load Line .
Tropik 1133 mm (T 75 e WHR e mm dinas (S)
Tropical _ i above
Musim panas 1210 mm () Tepi awas garis melalui pusat Img}karan
Summer Upper edge of ling throwgh center of ring
Musim dingin 1285 mm (W) L 75“ S mm  dibawah  (S)
1Cinrer belaw
Musim dingin Aclaniik Urara 1335 mm  (WNA) 1250 et mm dibawah  (S)
iinter North Adautic befon
Trepik kayu mm (LT) L S mm  diatas (LS)
Timber tropreaf abave
Musim panas kayu mm  (LS) mm  diatas {S)
Timber sSunmmer above
Musim dingin kayu mm {LW) mmn  dibawah  (LS)
Timber winfer below
Musim dingin Atlantik Utara kayu : mm  (LWNA) om  dibawah  (LS)
Timber winter Noph Mantc helaw

Catatan : Lanbuny timbul dan garis muat yang lidak digunakan ndak perly dimasukkan dalam sertifikat
Xare Freeboords and load limes which are nat qppixatie mnes e ¢ ersered on the certificole

Penyesuaian pada air lawar unluk semua lambung trebol setam danikayu 70 mm. Untuk lambung timbul kayn - mnt
Aliowance for fresh water for all frecboards other thax tader _ For timber frechoards 2

Tepi atas garis geladak, dari mana lambung timbel ini dadior berade 100 . mm. di bawah sisialas _geladak wama, baja

The upper ;:gequ the deck line from which these freebocrds ore messared 5 below the top of the  steel majn deck

pada sisi kapal

at side

eamm—
LY
(=] ¥ T
o K | .
L™ w
WNA
Dengan ini dinyatakan :
This is to certify >
bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Kosvess pasal 14
that the ship has been surveyvd 1a accardemor v druxar 74 o 3¢ Comentiun :
3. bahwa pemeriksaan menunjukkan balrea kemsbwme tombel ioiah ditetapkan dan garis muat yang diperlihaikan diatas. iclah dipasang
sesuai dengan Konvensi
] that the suney showed that the freeboard o s cxsygrend ez opd low thowa above have been marked in accordance with Comvenlten
Senifikat Semeniaro ini dinyalakan bertakn sampm Sorafiat Gara Mua Asli dikejuarkan oleh Kantor Pusat Biro Klasifikasi Indoncsia
This fnterim Certificate will remaw vaiid wend ther sy o the sebutrve Loxd Line Certificate by the Head Office of Biro Klasifikast indonesta
Senifikat ini berlaku sampat 20 APRIL 2023
this ceetificare is valid untit S :
l'anggal selesainya survey sebagai dasar peserbitam sortsfliat wo 21 JANUARI 2023
Completion date of the survey on whioh D cortficate et

Dikclarkandl " "sywnaix: Tansealpenecbian 21 smwuART 2023
' KAGANDONESILA

BIRO KLASIFI
EI%E] relge
b, 0)
P

fi

i

LU RO o SR
£33 708.2019/Rev 4
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Lampiran 8 Sertifikat Klasifikasi Sementara (Lambung)

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

= | SERTIFIKAT KLASIFIKASI SEMENTARA

Frovisienol Classification Certificate
LAMBUNG
1564 Hull

No. 00097-BR/B1.8/2023 No.Regisier : 11563

No.IMO  : 9073907
BERJAYA - I

Dengan ini diterangkan bahwa kapal ~ BARANG, BAJA

This is to certify that
\crsebut dialas telah disurvey dalam rangka  SURVEY PEMBARUAN KELAS di BATAM
ship named above has heen surveved for Class Renewal Survey at

puda inggal  25.11.2022 a/4 21.01,2023  oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia
on hy Surveyor of Biro Klasifthasi indonesia

sesuai dengen ketentwan-keteniuan Perawran Biro Klasifikasi Indonesia
in compliance with the requirements of the Rules of Biro Klasiftkasi Indonesia

Berdasarkan survey (ersebul kelas kapal diperbarui
an the bosis of this swrvey the class has been renewed

Pemilik : PT, FOONG SUN SMIPPING INDCNESIA
Owner
Bendera : INDONESIA Pelabuhan Pendafiaran : JAKARTA
Flag Port of Registry
Isi Kotor : 870 Isi Bersih : 559
Gross Tonnage Net fonnage
Dibangundi : CHIRA oleh: JIANGYANG SHIPYARD pada: 1982
Duilt at by in
TANDA KCLAS
Classification Characier

EHATQQ O P conerst oy case e

Sertifikel sementaca ini dinyatakan berlaku sampai Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh Kantor Pusat
Thix Provisional Certificate will remain vaiid varif the issuance of the definitive Classification Certificate by the Heud Office

Riro Klasifikasi Indonesis dan paling akhir sampai 20 JULI 2023
of Biro Klasifikasi Indonesia ond at the latest up

Senifikat Klasifikasi asli hanya dapat disershkan dengan mengembalikan serdifika sementara ini

The Defmitive Classificotion Certificate will be delivered in return of this Provisianal Certificate
Dikelvarkan di SAMARINDA mngg* 21 JANUARI 2023
Issued at

KLASIFIKASI INDONESIA
NG UTAMA KLAS

BI

0400~ S€T2-0FZC-BI0S -2480
F31.1.02-2013/Rev.0

299454
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Lampiran 9 Sertifikat Kalsifikasi Sementara (Mesin)

8 BIRO KLASIFIKAST INDONESIA
| SERTIFIKAT KLASIFIKASI SEMENTARA
Provisianal Classification Certificate
MESIN
1964 Machinery
No. 00097-BP/B1.8/2023 No. Register : 11563
BERJAYA ps “ No. [MO : 9073907
Dengaa Ini ditecangkan bahwa instalasi mesin dari kapal BARANG, BAJA
This is to certify thet the undermeniioned machineries of
tersebul di ams telah disurvey dalam rangka  SURVEY PEMBARUAN KELAS di BATAM
ship has been surveyed for Class Renewal Survey ar
pada wanggal  25.11.2022 s/d 21.01.2023  olch Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia
on by Surveyor of Biro Kiosiftkast indonesia

sesuai dengan Ketentuan-ketenwuan Peraluran Biro Klasifikast [ndonesta
in complionce with the rules reqidremenis of Biro Kiaxifikasi Indonesia
Berdasarkan survey lersebul kelas instalasi mesin diperbarui
on the bosis of this survey the class has been renewed

1. MESIN UTAMA (Jumlah, merek dan tipe)

Moin Engine ( Number, license and type }
2 {dua) buah Mesin Diesel CATERPILLAR, 3406 DITA, 4 Tak Kerja Tunggal

Tenagaefekif 2 x 399 HP pada pularan per menic 1800 Rpm
Effective power ai rpm
Dibangun di  CHINA oleh CATERPILLAR HITACHI SHANGHAT Pada -
Built ar by in
Nomormesin 4 TB 08015 (6B), 4 TB 08014 (P3)
No.
2. MESIN BANTU (Jumish, merek, tipe dan daya)
Awxiliary Engine { Number, license, type and power )
2 (dua) buah YANMAR, & HAL-HIN, 2 x 200 HP
Dibangun di  JAPAN oleh YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. Pada -
Built ot oy in
TANDA KELAS
Classification Charatter

% SM

Sentifikar sememara ini dinyatakan berlaku sampai Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh Kantor Pusat
This Pruvisional Certificate will remain valid uniil the issuance of the Definitive Classification Certificate by the Head Office

Biro Klasifikasi Indonesia dan paling akhir sampai 20 JULI 2023
of Biro Kiasifikasi indonesia and of the latest up fo

Sernifikat Klasifikasi asli hanya dapat diserahkan dengan mengembalikan sertifikal sementara ini
The Definitive Ciassification Cervificate will be delivered in return of this Provisional Certificate

Dikeluarkan di SAMARINDA ; Tangg: JANUARI 2023
lssued o1

0400-677F ~FH56-E4EA-D654
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Lampiran 10 Inspection Report Fire Extinguisher

A PT. BARUNA INDO NUSA

GENERAL SUPPLIER & SERVICE STATION

FIRE EXTINGUISHER, INFLATABLE LIFE RAFT, FIRE SAFETY EQUIPMENT & CO2 SYSTEM,

o *

P BARUNA NDO MISA MECHANICAL mcwwﬁnﬁn&muswmmm [ uuamma-
e @ O (R CassNK
orkp MY LLALL RI’“ ey — (B w ; 5&‘23%
INSPECTION REPORT
FIRF, EXTINGUISHER
Cart. No.2018/BI/FE/XI1/2022

Vessel : MV. BERJAYA Il

Owmer : PT. FOONG SUN SHIPPING MDONESIA

Flag : INDONESIA

MO No. : 9073907

Equipment : FIRE EXTINGUISHER

Work Done : ANNUAL INSPECTION & CHECK PRESSURE

Dascription of Woriing Codes:

1. Inspection 2. Refilling 3. New Supply

4. Sorvice 5. Hydrostatic Test 6. Chack Weight

7. Chack Pressure 8. Rejected 9.Labelling
No. Type Brand Copaciy | Quantty | Werking
1 DRY POWDER AF 20Ky 10yl 1,78
2 DRY POWDER NA 20Ky 10yl 178
3 DRY POWDER HYPRO 80 Kg 20yl 178
4 DRY POWDER NA 90Ky 16yl 179
§ GO2 PORTABLE NA 23Kg 6Cyl 178
8 02 PORTABLE NA 45 Kg 0yl 179
7 FOAM AB NA oL 1Cyl 179
8 FOAM AFFF WA 90L 6Cyl IR7)
9 FOAM AFFF EVERSAFE 450L eyl 179
W €0z PILOT EVERBAFE 10Kg 10Cyl 178

Batam, Dacember 30, 2022
PT. BARUNA-INDONUSA
)
Sarvey
Werkshop & Offics Adrass ©

Poamala D No. 12A8 14 Kel Bt Tempayan,  Dumai : 3
mw::p.-aum-mm T

WK&MM

Setoma No. 6 RY, 03 Kel. 'uthnh.hud

Modan 1 3
R
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Lampiran 11 Certificate Of Re-Inspection (Inflatable Liferaft)

-
=
1z
=a
L)
A

I O= RI{R

 PT. BARUNA INDO NUSA

GENERAI. SUPPLIER & SERVICE STATION

ABLE LIFE RAFT, FIRE SAFETY EQUIPMENT & C02

€02 SYSTEN,
mcmcu, A L A ——
WARINE SAFETY EQUIPNENT o

CassNK (B & & & Eccs

BLaps

{Inflatable Liferaft)

“This is certify that the liferaft detailed below has been surveyed, controlled and tested in compliance with requirement from
the manufacturer and in accordance with IMO resobunion : A.176{83)74/96

RFD

L s:

Certificate No : sw/ulalmvzm

ideatification |Type: Capadity : Serial No: Date Manufacturing -
MK SURVITEC 25 PERSONS 5086710205566 05-2016
Neoprena Aubber : 2624 Maz stowage Heighl
NR 28 m/INSIDE  1m/OUTSIDE Bm
Serial No. Contents Co2 Contens N2 Last.hyd Test
Cylinder 15W237018 12.570 Kg 0.630 Kg 12 -2020
Unil Type Serial No. Expired Date
Equipment  |Emergency pack SOLAS 'A' PACK MK SURVITEC - 5086710205566 02-2023
Epril NONE
HRU oK
Radar Reflector 0K
|First Avd Kie oK
NAP Test Gas Inflation Floor Seam Test Load Test Davit Launched
Test Yes/No : No Yes/No : No Yes/No ; No Yes/No : No
Latest Tes : Latest Tesl: Latest Test : Latest Test :
Latest test Date
Verification  |Dale Of Inspection : |Service Station Named and Number : Next Inspection
30 DECEMBER 2022 PT. BARUNA INDO NUSA - BATAM 29 DECEMBER 2023
|Remad< 7 Madlfication : RAFT IN GOOD CONDITION
This Inflethle Uferafs raquires Sevicing 12 Months fram the latest In Infection die I darce with The SOLAS
tols to certify that the inflatable Liferaft detailed above has been inspection mvm (nternational
convention for safety of Life at Sea (SOLAS) 0 ATAM.....u..u 3T
([PALA KANTOR KESYAHBANDARRN DAlg oty e Surveyor STAMP

Flagstates : INDONESIA

el h[f%LLA_L KHUSuis bavara

IMO No. : 9073907
Call sign : PMHE
Name OF Owner : ,
PT. FOONG SUN SHIPPING INDONESIA - °, |
Name of Ship : MV. BERIAYA [l

r"i .-Ll\ Bl")A‘éC V?LA!:(L’-\UTAN KAPLL

&

|NBe :

1 (lllzd)
.quﬁ“lmc' 28 200712 1 7018

SUDARMAN

Warkstiop 8 Office Adress ;

m-ununmnuumm Dumal *
Wndoness, T : 762 771 - B TT7

Head Batam Fuka Pormata
Offics : : m—
Fax: 62

QR 003
s Brarch Offcs : Bamgiiihi® llﬂhhﬂﬂm“m’m
= -

T 0312 771

M 1 L 3 sm-lu-sw-lgu.

J.-ﬂb-&lﬂ'l' llﬂ.'ﬁi“khﬂ

Toip, GI1IT7O07TT
d“

""-

77



Lampiran 12 Sertifikat Keamanan Kapal Internasional

SERTIFIKAT KEAMANAN KAPAL REPUBLIK

INTE IONAL
s"';.NAS et INDONESIA

No.: 01-0896-DN

o Diterbitkan berdasarkan ketentuan
(ODA INTERNASIONAL TENTANG KEAMANAN Kom DAN FASILITAS PELABUHAN
INTERNATIONAL mmmmwmmmmmm
berdasarkan wewenung PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1
Under the Athonity of the Govemmeat ol the Republic of Indonesia

oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by Divck of Sax Transp

MK;&U : BERJAYA Il
Name of.

Nomor atau Hund Pengenal : PMHE
. Distinctive Numbar or Lettars

Pelabuhan Pendsftaran : Jakarta

Port of Registy

Tipe Kapal : Other Cargo Ship

Type of Ship

Tonase Kolor . 989

Gross Tonnage

Nomor IMO : 8073907

MO number -

Nama dan Alamat Perusahas : FOONG SUN SHIPPING

mmmuuwn 1&%% , Candex Centre

my : 1394832

Nwi;:ym

1. WMWanmMnmmmemimlu
that the sscunty systam and associaled sacuvily squipmant of ship bas deen verfied in eccordance with secton 19.1 of part A of the ISPS
Code;

2. verifikasi menunjukkan bahwa sistim dan perlengkapan keamanan torkait distas | dari ls aspek berada
mmiﬂmmnmmnulmmwmyammummmﬂfamw
dan Bagian A dari ISPS Cods;

Mmmmuumm~a ity of the ship is in all respacis selisfaciory and thet the
P wilh the ap = of Chapler XI-2 of the Canwentan and part A of the ISPS Cods;

3. kapal dilengkapi Rancangan Keamanan Kapal yang telah diselujui.
that the ship is provided with an approved Ship Sacuriy Plan

Tanggal Verifikasi Awel / Pembaruan 10 mor 2018

Dats of et/ an winch this op 107 2018

Sertifikat ini berlaku sampai ummmmmmm

This Certificale is valid vl Septomber sulgoct lo venfications in eccardence with section 19.1.7

Sesuai seksi 19.1.1 bagian A dari ISPS Code Tanggal, 20 Aguslus 2018

OF part A of the {SPS Code ) Dalo of issve,  August 29%,2018

Diterbitkan di Jakarta

Issund !

Kods Billing : 820180027484574

h T:-_—.=.—_i
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Lampiran 13 Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara Internasional Sementara

SERTIFIKAT PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

B | INTERNASIONAL SEMENTARA
INTERIM INTERNATIONAL AR POLLUTION PREVENTION
CERTIFICATE

1964 No; QotoPDIRAPIONY . = 0000
berdasarken kelentuan dar:
fasund undes the prisions of the:

protokol 1997 Sebageimanas telah diamandemen melalul rosolusi MEPC.178(58)
Profocol of 1987 es amended by resolution MEPC. 176(56) in 2608 to amend the

KONVENS! INTERNASIONAL UNTUK PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL, 1873
sebeguimena dibah dengan protokol 1678, yang lerkait dengannya, sebagaimana telah di amandemen
Wmmmm‘)

INTERNATIONAL CONVEN MHE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1473
s modified Ly the prolocol of 1878, relering thersfo, as amanded (haveinafior refersd (o as “ths Coovenion)

berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUSLIK INDONESIA
Undar the Authany of the Governmani of the Ropubiic of indonesie

oleh BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
by 8o Kasihas indonesie
Nomor IMO
Nema Kapal Nomor stas Horot Pengenal| Pelatuhan Pendafatan Tonase Kotor O Nubar
Nome of Shp OwTnee e Numner or Lefieay Port of Regualry Groge Tonnege
(U]

BERJAYA N PMHE JAKARTA I 988 9073907
DENGAN INI DINYATAKAN:
This is lo certify
1. Bahwa kapal lelah di y sesuai o sasl 5 Annex-V! dan

Thet ine wmmwmmmmsumwunm and

2. Bahws survey menunjukkan bahwa konstruksi, peralatan, system, perengkapsn, pengetursn dan material kapal memenuhi

pefsyerstan yang berdeku dan Annex-Vi Konvensi.

Thar (ha survey shows thel the fe febogs. ang Rty camply with he sppicadle requirements of
Annex-Vi of e Corwantion.

Sertifikal ini bera* idengan ;. 02 JUNE 2023

This certificele i3 vald unlf

Tangga! penyalesaian survey dimana serfifikat ini didasarkan ¢ 03 MARCH 2023

Complstion date of ho svvey on which this centificals is bassd

Dfterbitkan di : SINGAPORE

issued ol

Tanggal D3 MARCH 2023

Dae

304197
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Lampiran 14 Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS Il PALEMBANG

JI. Mayor Memet Sastrawirya No.  |Telp : (0711) 711369, 713651, Fax : 713450
147 Palembang Si Selat; 713561 Email : adpel_plg@yahoo.co.id
30115 Hotline :

No : SPOG.IDPLM.0323.0004496
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
PELAYARAN 2. Peraturan Bandar 1925;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Permenhub No. 36 Th 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kir Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan;
5. Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;
6. Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (Colreg) 1972.

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS Il PALEMBANG, Sesuai
surat Permohonan dari PT. PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE, Nomor SPS.SPOG.IDPLM.2303.004570, Tanggal 15 Mar 2023,
Perihal : Persetujuan Olah Gerak Kapal

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini:

Nama Kapal : BERJAYA Il

Jenis Kapal : GENERAL CARGO

Bendera : INDONESIA

Isi Kotor 1989

Nakhoda : Andris Julius M

Milik / Agen : PT. PELAYARAN HALUAN SEGARA LINE

Untuk bergerak dari : LAUT ke AREA LABUH ZONA E (dalam DLKr/DLKp)
Waktu Gerak : 2023-03-16 07:00:00

Keperluan : BERLABUH

Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Radio VHF harus stand by pada chanel 12/ 16.
2, Tidak mengganggu alur masuk dan keluar kapal
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya;
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Diawaki dengan cukup sesuai ketentuan;
6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar;
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di Kantor.

8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Wilayah kerja Kantor KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS Il PALEMBANG.

Nakhod_a ber}anggungjawab setiap kegiatan pergerakan kapal
Persetujuan ini mulai tanggal 15 Mar 2023 s/d 18 Mar 2023

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 15 Mar 2023
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II
PALEMBANG
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